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Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan
tulisan ini sesuai waktunya

Soedarto Ketua perancang Kitab Undang-undang
Hukum Pidana , menyatakan politik Hukum adalah
kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang
berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang
dikehendaki dan juga diperkirakan akan digunakan untuk
mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat
dan untuk mencapai apa yang dicata-citakan.

Dimensi politik hukum pidana , bagaimana cara
memandang ataupun aturan main dalam pembangunan
hukum nasional dalam menyatakan korporasi sebagai
subjek hukum pidana. Korporasi bukanlah manusia yang
mempunyai mens rea ataupun actus reus, dalam artian
pertanggungjawaban pidana tentulah adanya perdebatan.

Dimensi politik hukum pidana dalam kedudukan
hukum (legal standing) korporasi sebagai subjek hukum
dalam konstalasi sistem hukum Indonesia. dimensi politik
hukum pidana terhadap korporasi ada yang bersifat
umum, yaitu politik hukum pidana yang ditemukan dalam

RUU KUHP yang secara umum berorientasi pada



pembangunan hukum dengan menempatkan korporasi
sebagai pelaku tindak pidana maka perlu adanya
Kodifikasi Hukum tentang Korporasi. Dan politik hukum
pidana juga bersifat khusus, yaitu yang ditemukan
tersebar dalam 16 Undang - Undang yang diteliti dalam
konteks konsep pertanggungjawaban pidana dan
penerapan pola-pola pemidanaan serta model-model
sanksi pidana yang dapat dibebankan kepada pelaku
tindak pidana korporasi

Tindak pidana korporasi dapat timbul karena dampak
kegiatan korporasi, yang ada karena kontrak bisnis,
masalah kualitas produk, kegagalan sistem teknologi
informasi dan karena kelalaian pemenuhan syarat
administrasi perijinan usaha. Dengan kata lain, tindak
pidana badan hukum sering disebut kejahatan korporasi
(corporate crime) merupakan pelanggaran-pelanggaran
yang dilakukan oleh pelaku bisnis sebagai akibat orientasi
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan secara lebih
cepat dan mempertahankan reputasi perusahaan.

Dalam lalu lintas hukum, negara mengatur,
melindungi, dan turut serta dalam kehidupan subjek hukum
orang maupun subjek hukum badan hukum melalui politik

hukumnya. Koorporasi yang telah diakui, diterima, dan



hidup dalam praktik sebagai salah satu komponen dalam
kehidupan masyarakat dan mempunyai peran penting
berkaitan dengan pelaku-pelaku ekonomi profesional yang
muncul dalam kategori subjek hukum. Masalah politik
hukum pidana dalam kedudukan hukum korporasi sebagai
subjek hukum pidana, adalah penting mengingat dalam
praktik penegakan hukum pidana belum terlaksana dengan
baik.

Maryan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Konstitusi Negara dan Korporasi Serta Kontruksi Hukum
Pidana pada Korporasi
1. Konstitusi Negara dan Korpaorasi

Perkembangan kehidupan berbangsa, bernegara,
dan bermasyarakat di Indonesia dewasa ini telah ditendai
berbagai kemajuan dan dinamika yang progesif dalam
kerangka lalu lintas kehidupan dunia pada umumnya,
khususnya kehidupan dalam negeri. Terdapat sejumlah
faktor penyebab yang mendorong dinamika dan
perkembangan tersebut, antara lain kemajuan globalisasi,
kemajuan budaya, perkembangan ilmu pengetahuan,
dan penemuan teknologi, khususnya dalam bidang
informasi dan komunikasi. Kenyataannya sekarang di
Indonesia, perkembangan kehidupan dengan segala
aspeknya telah juga mempengaruhi keajegan struktur
bidang hukum sebagai salah satu sub sistem sosial.
Pelaku hukum (subjek hukum) tidak hanya diperankan
oleh orang (persoon) tetapi juga oleh badan hukum
(rechtspersoon). Telah terjadi pergeseran posisi antara
subjek hukum badan hukum (korporasi), yang bergerak
ke arah peran yang asalnya dipegang oleh subjek hukum
orang.

Sebagaimana berlangsung di beberapa negara
maju, korporasi saat ini sudah diakui eksistensi dan
peranannya dalam pembangunan bangsa Indonesia.
Korporasi dalam segala bentuknya memberikan
sumbangan nyata bagi pertumbuhan ekonomi negara
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,' selaras

' Lihat konsideran menimbang Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas.

1



dengan cita-cita Bangsa Indonesia untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.?
Undang-Undangan Dasar Negara Republik Indonesia
(UUD NRI) 19453 sebagai Konstitusi atau hukum dasar
tertinggi?, telah menjamin badan hukum selain orang
sebagai subjek pembangunan sekaligus sebagai objek
tujuan didirikannya NKRI.  Alinea Keempat Pembukaan
(Preambule) UUD NRI 1945 secara tersirat menegaskan :
Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu
Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang
terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan
Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Diantara sekian banyak poin penting di dalam
Pembukaan UUD NRI 1945 adalah penegasan bahwa

? Alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945.

*Sebutan resmi Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) setelah
perubahan dicantumkan dalam Ketentuan Aturan Tambahan Pasal I, Dengan
ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-
pasal.

* Maria Farida Indrati dan A Hamid S Attamimi, llmu dan Hukum Perundang-
undangan Bagian Kesatu, Ul, Jakarta, 2005, hIm.59
> Lihat Naskah UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen
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orientasi utama dari diproklamasikannya kemerdekaan
bangsa dan rakyat Indonesia, didirakannya NKRI, dan
dibentuknya pemerintahan Indonesia, adalah masyarakat
atau rakyat Indonesia secara keseluruhan. Seluruh rakyat
atau masyarakat Indonesia, baik setiap orang secara
perseorangan maupun kesatuan dalam kelompok.

Dalam lalu lintas hukum, negara mengatur,
melindungi, dan turut serta dalam kehidupan subjek
hukum orang maupun subjek hukum badan hukum.
Koorporasi telah diakui, diterima, dan hidup dalam
praktik berbangsa dan bermasyarakat. Korporasi
merupakan salah satu komponen dalam kehidupan
masyarakat yang mempunyai peran penting di era
modern yang berkaitan dengan pelaku-pelaku ekonomi
kalangan profesional yang muncul dalam kategori subjek
hukum.® Dengan kata lain, korporasi bersinggungan
dengan kinerja dan  tanggungjawab  golongan
profesional, misalnya kantor hukum, kantor akuntan, dan
berbagai badan hukum perusahaan, dengan simbol
pengurus.’

Secara fiksi, sebagai badan hukum (rechts persoon)
korporasi tidak memiliki unsur seperti halnya sosok manusia
alamiah (naturlijk persoon), sehingga dalam melakukan
aktivitasnya selalu diwakili oleh manusia alamiah yang
bertindak baik atas nama (mewakili) korporasi maupun
sebagai korporasi itu sendiri. Keberadaan korporasi dapat
dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dokumen pendirian berupa
akta pendirian yang berisi anggaran dasar korporasi dan
fisik gedung-gedung kantor korporasi. Korporasi memiliki
hak dan kewajiban yang sama dengan manusia alamiah,

®  www.bumn.go.id/wp-content/uploads/.../per-09-MBU-2019.pdf. Diakses

tanggal 9 Februari 2016
" Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi, Graha limu, Yogyakarta,
2010: him. 55
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sehingga dapat melakukan kegiatan hukum dan ekonomi
seperti halnya manusia alamiah. Dapat dikatakan bahwa
korporasi pada hakikatnya selaku bersifat fungsional.

Secara hukum pada awalnya dan lazimnya
pengakuan dan penerimaan badan hukum sebagai
subjek hukum lebih kuat dalam konteks hukum
keperdataan (hukum perdata), akan tetapi dalam
perkembangannya terjadi pergeseran ke dalam ranah
hukum kepidanaan (hukum pidana). Ranah hukum dalam
keseharian mereka adalah hukum keperdataan, akan
tetapi adakalanya akibat kegiatannya memasuki ranah
hukum pidana. Hal itu dapat terjadi apabila dilakukan
sikap tindak atau perilaku yang bertentangan atau
melanggar ketentuan hukum yang melarang perbuatan
tersebut untuk dilakukan (perbuatan yang dilarang
undang-undang adalah tindak pidana). Pada gilirannya
keadaan ini menimbulkan pemikiran tentang hubungan
korporasi dengan perkembangan hukum pidana, antara
lain mengenai pertanggungjawaban pidana, kedudukan
hukum (legal standing) korporasi sebagai subjek hukum
pidana, dan syarat-syarat untuk dapat diproses dalam
penegakan hukum pidana.

2. Kontruksi Hukum Pidana pada Korporasi

Pada awalnya tanggung jawab atas tindakan pidana
korporasi, khususnya dalam rumusan sanksi, menjadi
beban dan tanggung jawab individu pengurusnya. Secara
umum, ketentuan hukum pidana materil lebih
menekankan pengaturan sanksi hukumnya pada
anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-

komisaris, anatara lain tersirat dalam rumusan:
Dalam hal-hal mana karena pelanggaran
ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota
badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka

4



pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang
ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak
dipidana.?

Jalinan konstruksi hukum pidana terlihat dalam
konteks hukum perdata nampak jelas dalam hal
korporasi dapat dikategorikan sebagai pihak yang
bertanggung jawab dan karena itu dapat ditempatkan
sebagai subjek dalam tindak pidana. Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menegaskan
bahwa "seorang pengurus atau komisaris perseroan
terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan
koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang
diperintahkan penyelesaiannya oleh pengadilan, diancam
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4
(empat) bulan’ Dalam rumusan lainnya ditemukan
bahwa seorang pengurus atau komisaris perseroan
terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan
koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang
penyelesaiannya diperintahkan oleh pengadilan, diancam
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.™

Jadi, pertanggungjawaban asalnya dalam kaitan
dengan  hukum  perdata, akan tetapi dalam
perkembangannya, terjadi perluasan penanggungjawab
tindak pidana korporasi sebagai suatu subyek hukum
mandiri dapat dikenakan beban tanggung jawab pidana.

Sifat kegiatan korporasi yang berorientasi mencari
keuntungan dapat menimbulkan potensi pelanggaran
hukum atau kejahatan korporasi (corporate crime). Tindak
pidana korporasi dapat timbul karena dampak kegiatan
korporasi, yang timbul karena kontrak bisnis, masalah

® pasal 59 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP).

® Pasal 398 KUHP

' Pasal 399 KUHP



kualitas produk, kegagalan sistem teknologi informasi
dan karena kelalaian pemenuhan syarat administrasi
perijinan usaha. Dengan kata lain, tindak pidana badan
hukum sering disebut kejahatan korporasi (corporate
crime) merupakan pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan oleh pelaku bisnis sebagai akibat orientasi
pada tujuan untuk memperoleh keuntungan secara lebih
cepat dan mempertahankan reputasi perusahaan.

Suatu tindak pidana termasuk dalam tindak pidana
korporasi atau tindak pidana biasa, dapat diidentifikasi
berdasarkan ciri-ciri khas tindak pidana korporasi, yaitu
dilakukan dalam lingkup atau lingkungan korporasi dan
oleh individu/pribadi dengan kapasitas atau kualifikasi
tertentu. Namun, penanganan kasus-kasus korporasi tidak
semudah mengidentifikasikannya mengingat korporasi
mempunyai struktur organisasi yang rumit, dan
merupakan kejahatan kerah putih (white collar crime)
yang pada umumnya teroganisir secara rapi, dilakukan
oleh pejabat, profesional atau korporasi itu sendiri,
sehingga sulit membuktikannya. Tindak pidana korporasi
berawal dari tarik menarik antara aspek professional dan
bisnis dalam kegiatan lebih mengutamakan aspek
bisnis."’

Terdapat beberapa modus dilakukan dan menandai
aktivitas korporasi yang terindikasi melanggar ketentuan
pidana. Pertama, penyampaian atau penyajian informasi
tidak benar dalam laporan keuangan yang secara umu
dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana
yang terkait dengan korporasi." Unsur pidananya dapat

" Quinney, dalam Muhammad Mustofa, Persengkokolan Jahat Perusahaan,,

"Arifin, Peran Akuntan Dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate
Governance pada Perusahaan Di Indonesia (Tinjauan persepektif teori
keagenan), Naskah Pidato disampaikan pada Sidang Senat Guru Besar
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terlihat, karena informasi mengenai kondisi korporasi
menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan bagi
setiap pihak dalam pengambilan keputusan. Apabila
terdapat kekeliruan terkait dengan informasi yang terjadi
dalam laporan keuangan, maka akan terjadi kekeliruan
dalam setiap gerak langkah korporasi dan orang-orang
yang berhubungan dengan korporasi.” Siswanto Sutejo
pernah mengungkapkan bahwa dampak kelemahan
keterbukaan informasi khususnya terhadap kinerja
pengurus korporasi tampak pula dari jatuhnya
perusahaan-perusahaan besar."

Kedua, memisahkan hubungan pemegang saham
dengan manajemen perusahaan yang menurut analisis
para ahli manajemen menunjukkan bahwa jatuhnya
perusahaan besar. Hal ini berdampingan dengan
lemahnya dalam menerapkan prinsip-prinsip Good
Corporate Governance (GCG)."” Indikasi atas
kelemahan dalam penerapan prinsip corporate governace,
antara lain:'

Universitas Diponegoro Dalam Rangka Pengusulan Jabatan Guru Besar,
Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, him. 8.

13 www.bapepam.go.id/bapepamlk/others/uu-21-20110-OJK.pdf.  diakses
tanggal 9 Februari 2016

'* Siswanto Sutojo & E John Alderidge, Good Corporate Governance (Tata

kelola Perusahaan yang Sehat), Jakarta: PT. Damar Mulai Pustaka, 2008. HIm.

31-32, seperti: Enron Corporation, Consesco, Global Crossing, WorldCom,
dan Tyco di Amerika Serikat, Maxwell Communication dan Mirror Group
Newspaper di Inggris, Parmalat di Itali, perusahaan asuransi HIH Insurance
Ltd, dan Perusahaan Telkom terbesar ketiga One-Tell Ltd di Australia, Baring
Futures di Singapura dan Peregrine Investment Ltd di Hongkong, serta
Olympus Corp, Jepang.

" Ibid. HIm. 3.
'® Leonard J. Brooks, Paul Dunn, Etika Bisnis & Profesi untuk Direktur,
Eksekutif, dan Akuntan, Salemba Empat, Jakarta, 2002, HIm. 81-86
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Lemahnya peranan Dewan Direksi dalam mengendalikan
perusahaan, Kebebasan manajemen Perusahaan semakin
meningkat terkait dengan pengelolaan harta dan hutang
perusahaan, perusahaan tidak transparan, akurat, dan
tepat  waktu dalam pengungkapan laporan
perkembangan bisnis dan keuangan oleh Dewan Direksi
kepada Pemegang Saham dan Kreditur dan dalam
banyak kasus, Auditor yang mengaudit laporan keuangan
perusahaan tidak bekerja dibawah pengawasan langsung
Komite Audit dan tidak bebas dari pengaruh manajemen
senior perusahaan.

Kelemahan menerapkan prinsip GCG menyebabkan
ketidakpercayaan  terhadap  keberadaan korporasi
sebagai subyek hukum dan pertanyaan dikotomis legal
standing antara korporasi sebagai entitas dengan yang
berdiri sendiri,' atau harus terkait dengan pengurus,'®
apabila tersangkut dengan tindak pidana.

Dalam lapangan ekonomi terdapat istilah fraud
(kecurangan) yang menggambarkan keadaan lebih
kompleks dan diilematis,’® apabila dikaitkan dengan
aliran dana?® Kompleksitas karena terkait dengan
kegiatan perseroan yang terindikasi sebagai bagian atau
tujuan dari suatu tindak pidana yang belum diatur dalam
sistem hukum yang rinci.?’

' Theodorus M., Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Jakarta: Lembaga
Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007, him 178

'8 Diakses pada tanggal 16 February 2016

¥ http/icjrid.files.wordpress.com/2011/07/naskah-akademik-ruu-hukum-
acara-pidana-2008.pdf. Diakses pada tanggal 16 February 2016

?® Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana, dalam pasal
87 menentukan lain bahwa jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
pasal 80 sampai dengan 85 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban
pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

*! penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Imigrasi, dalam
penjelasan Umum Huruf j, menyatakan bahwa pertimbangan untuk
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Fraud korporasi terjadi karena terdapat kelemahan
atas penerapan prinsip corporate governance. Fraud
menurut Black Law Dictionary adalah :*?

1. A knowing misrepresentation of the truth or
concealment of a material fact to induce another
to act to his or her detriment, is usual a tort, but
in some cases (csp, when the conduct is willful) it
may be a crime.

2. A misrepresentation made recklessly without
belief in its truth to induce another person to act,

3. A tort arising from knowing misrepresentation,
concealment of material fact, or reckless
misrepresentation made to induce another to act
to his or detriment.

Kalangan perbankan mendefinisikan Fraud sebagai
tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja
dilakukan untuk mengetahui, menipu, atau memanipulasi
Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan
Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga
mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita
kerugian  dan/atau  pelaku  Fraud  memperoleh
keuntungan keuangan baik secara langsung maupun
tidak langsung. Jenis-jenis perbuatan yang tergolong
Fraud adalah kecurangan, penipuan, penggelapan asset,
pembocoran informasi, tindakan pidana perbankan
(tipibank), dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat
dipersamakan  dengan itu®® Kamus  Hukum?®,

memperbaharui  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang
Keimigrasian, mengenai batas korporasi, yaitu kumpulan orang dan/atau
kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan
badan hukum.

%2 Telah Blacks Law Dictinionary
Zhttp://www.lawnetcom.sg/1n2/rss/judgment/13990.html?utm source=rss%

20subscription&utm medium=rss . Diakses tanggal 26 Maret 2016
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mengartikan  Fraud  sebagai  kecurangan  atau
menggelapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278
KUHP, Pasal 268 KUHP. Kompleksitas Fraud terkait
dengan hukum pidana korporasi, karena pengendalian
Fraud dalam kegiatan usaha korporasi juga menjadi
tanggung jawab pihak manajemen.?”> Dalam konteks ini,
terdapat permasalahan keberlakukan hukum pidana
korporasi. Mengingat lingkup tindakan yang
dikategorikan sebagai Fraud dapat berupa kesalahan
administratif sampai kesalahan yang memerlukan
pertanggungjawaban pidana.

Korporasi pada dasarnya adalah suatu wahana yang
digerakkan oleh kebijakan yang dilakukan oleh pengurus
dengan mekanisme persetujuan para pemegang saham.
Problematika yang muncul adalah batas-batas kesalahan
dan pertanggungjawaban korporasi terkait dengan suatu
tindak pidana, khususnya dibidang tindak pidana
ekonomi.®® Terdapat berbagai sisi yang dapat didalami
antara lain, tentang pergeseran hukum perdata ke hukum
pidana, konsep dasar pemidanaan korporasi, dan politik
(kebijakan) hukum pengukuhan korporasi sebagai subjek
hukum pidana.

Karakteristik khusus korporasi harus dipahami
dengan baik dan benar untuk menghindari mis-treatment
(salah penanganan) dalam menangani kasus-kasus
hukum yang melibatkan suatu korporasi. Tidak semua
kasus hukum yang melibatkan korporasi disebabkan
karena unsur kesengajaan, dalam beberapa kasus

*http://www.asic.gov.au/asic/pdflib.nsf/lookupbyfilename/aicd _speech 0806
05.pdf/$file/aicd speech 080605.pdf. Diakses tanggal 06 Maret 2016.

® Indriyanto Seno Adji, Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum
Pidana, Jakarta: Kompas, 2009, him. 34.

*® Muladi & Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta ;
Fajar Pratama Offset, 2010, HIm 15-16
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masalah bisnis, kualitas produk, dan lain-lain juga dapat
menjadi dasar menuntut korporasi, khususnya secara
pidana. Perlu dilakukan proses pembuktian yang sesuai
dengan ketentuan undang-undang, karena pembuktian
merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses
peradilan, yang dapat menentukan posisi terdakwa
apakah telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana.?’
Penegakan hukum juga harus dilakukan secara
humanis, sesuai dengan prinsip-prinsip the rule of law.
Dalam konteks penegakan hukum ada sejumlah
persoalan empirik yang menunjukan kesulitan dalam
praktiknya. Pada tataran penegakan hukum ditemukan
ambigitas, yaitu ada kecenderungan membebaskan
pelaku pelanggaran yang berdalih tidak mengetahui
adanya hukum yang melarang atas tindakan yang
dilakukan.?® Proses pengungkapan keterbukaan kondisi
suatu korporasi dari sisi internal maupun eksternal,
khusus keadaan keuangan perusahaan tidak dapat
dilakukan sembarangan.?® Penetapan status tersangka
diperlukan oleh korporasi sebagai entitas hukum untuk
dapat mengungkapkan keterbukaan informasi atas
rekening bank pihak yang terlibat dalam tindak pidana.*
Pada sisi lain mendudukkan suatu korporasi sebagai
tersangka®' memunculkan tingkat kesulitan yang tinggi.*®

*’Syaifiil Bakhri, Hukum pembuktian, dalam praktik peradilan pidana
(Yogyakarta : Total Media, 2009), him. 2.

%8 Robert Lane, dalam Muhammad Mustofa, persengkokolan.. op.cit,, him. 67.
* Marshall B. Clinard dan Peter C Yeager, Corporate Crime, New York: The
Free Press, 1980, him. 24

Wisnubroto & G. Widiartama, Pembaharuan Hukum Pidana, PT. Citra
Aditya Bakti, 2005, him. 117.

3 Mardjono  Reksodiputro, “Tindak  Pidana  Korporasi  dan
Pertanggungjawabannya, Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia”,
Pidato Dies Natalis Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian yang ke 47, Jakarta 17
Juni 1993

11



Selain itu, ada persoalan teknis yuridis dalam hal
penyidik merumuskan identitas tersangka dalam Berita
Acara Pemeriksaan (BAP) dan dalam berkas perkara
Penuntut Umum guna merumuskan identitas terdakwa
dalam surat Dakwaan.*®> Secara normatif Pasal 143 ayat
(2) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), menentukan syarat formil Surat Dakwaan berisi
nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan
pekerjaan tersangka. Secara analog syarat formal di atas
mengacu pada identitas orang perorangan yang
merupakan manusia alamiah (naturlijk person) sebagai
subjek hukum pidana. Mengenai syarat formil identitas
dalam Surat Dakwaan bagi korporasi sebagi subjek
hukum pidana tidak ditentukan dalam KUHAP. Padahal
kekeliruan dalam merumuskan identitas terdakwa dalam
Surat Dakwaan mengakibatkan surat dakwaan dapat
dibatalkan oleh Hakim.**

Kesulitan lain adalah korporasi tidak dapat secara
langsung memberikan keterangan di muka persidangan
tanpa melalui penjelasan dari pengurusnya. Hal ini
menjadi kompleks apabila pengurus korporasi tersebut
juga menjadi pihak yang dikategorikan sebagai
tersangka.” Korporasi sebenarnya hanya sebagai turunan
(alter ego) dari pemegang sahamnya, sehingga
adakalanya perseroan hanya dipakai sebagai kedok
usaha pemegang saham dalam membatasi resiko

32 Wiyono, R. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Ed. 2, cet. 1.Jakarta : Sinar Grafika.

** Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Sinar
Grafika Edisi Kedua, Jakarta, 2006.

34 Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keenam, Jakarta: Penerbit
Rineka Cipta. 2000, him 233.

* Andrew Ashworth, Principles Of Criminal Law, Fourth Edition, Oxford
University Press, USA, p. 199.
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kerugian yang timbul sebagai akibat keterlibatannya
dalam perseroan baik untuk kepentingan pribadi
maupun alasan lain. *°

B. Teori-teori Hukum pada Korporasi

1. Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum atau Negara Berdasarkan
Hukum merupakan teori yang populer dan bersifat
sangat umum sebagai teori utama dalam kajian hukum
dan kenegaraan. Teori ini sudah tumbuh berkembang
sejak zaman Yunani kuno sampai dengan zaman
modern sekarang ini.’ Hampir tidak ada pemikiran
tentang kehidupan negara dan hukum saat ini yang
tidak menganut, mengakui dan menerapkan teori
negara hukum. Seolah untuk mendapatkan kebenaran
ilmiah atau teoretik atas suatu persoalan atau
pertanyaan hukum, demokrasi, atau kenegaraan
mutlak merujuk dan bersandar pada teori negara
hukum.

Berdasarkan tokoh-tokoh pemikirnya banyak
sekali nama-nama besar ahli-ahli dalam bidang hukum
kenegaraan yang termashur. Konsepsi teori negara
hukum pada awalnya berbasis dan sejalan dengan 2
(dua) sistem hukum utama yang ada di negara-negara
di dunia, yaitu sistem Eropa Kontinental dalam konsep
Rechtsstaat dan dalam sistem hukum Common
Law/Anglo Saxon dengan konsep the rule of law.
Namun demikian, di Indonesia ada ahli yang
mengembangkan teori negara hukum ini yang
mencakup 5 (lima) kategori, yaitu Recstaat, The Rule of

36

http://definitions.uslegal.com/a/alter-ego/. Diakses tanggal 16 Februari

2016.

*” Jimly Asshidgie, Pokok Hukum Tatanegara Indonesia Pasca Reformasi, PT.
Bhuana IlImu Populer, Jakarta Barat, Cetakan Kedua, 2008, him 310.
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Law, Socialis Legality, Nomokrasi Islam, dan Negara
Hukum Pancasila®® khususnya dalam kerangka
pemikiran ini hanya digambarkan dalam garis-garis
besar konsep negara hukum yang pokok yaitu dalam
kerangka Eropa Kontinental dan kerangka Anglo
Saxon.

a. Negara Hukum Eropa Kontinental (Rechstaat)

Dalam fase tertentu dapat dikatakan bahwa
Teori Negara Hukum Eropa kontinental (Rechstaat)
dipopulerkan dengan luas melalui pemikiran dari
Friedric Julius Stahl dan Immanuel Kant yang
berkembang di Negara Eropa Kontinental. Teori
Rechtstaat dari Immanuel Kant melahirkan
pemikiran tentang Negara hukum formil atau
sering disebut Nachtwakerstaat. Konsep ini Negara
menjamin kebebasan individu sebagai anggota
masyarakat, = Negara  tidak  diperkenankan
mencampuri urusan warga masyarakatanya, oleh
karena itu Rechstaat ini disebut Negara Hukum
Liberal.*®* Namun dalam perkembangan tuntutan
masyarakat tidak lagi menghendaki faham
liberalisme ini dipertahankan.*® Sehingga Negara
terpaksa turut campur tangan dalam urusan
kepentingan rakyat, hanya saja masih dalam
koridor  saluran-saluran hukum yang telah

*® Muhammad T. Azhary, Negara Hukum, Studi Tentang prinsip-Prinsipnya
Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara
Madinah dan Masa Kini, Prenada Media, Jakarta, Cetakan Kedua, September
2004, him. 83-102

3 padmo Wahyono, Konsep Negara Hukum Indonesia, Makalah Ul Press,
Jakarta, 1998, him. 37.

“* Didi Nazmi Yunas, Konsepsi Negara Hukum, Angkasa Raya, Padang, 1992,
him. 21 - 22.
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ditentukan.Sejak itulah lahir negara hukum
formil.*’

Dalam pandangan Immanuel Kant, negara
hukum dimaknai dalam arti yang sempit atau
Negara hukum liberal yang kemunculannya
bersamaan dengan lahirnya faham liberalisme
yang menentang kekuasaan absolut dari para raja
pada masa itu** Kemudian Teori Rechtstaat
berkembang dalam arti formil menempatakan
Negara hanya sebagai penjaga ketertiban
masyarakat. Teori Rechtstaat, menurut Julius Stahl
memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1) Adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia

(Grondrechten)

2) Adanya pembagian kekuasaan (Scheiding van
machten)

3) Pemerintahan haruslah berdasarkan

peraturan-peraturan hukum (wetmatigheid van
het bestuur)
4) Adanya peradilan administrasi (administratief
rechtspraak). 43
Dalam kelompok ini terdapat pemikir lain
yang teorinya senafa, yaitu D.H.M. Meuwissen
dengan inti pandangannya bahwa Konstitusi atau
Undang-undang Dasar merupakan unsur yang
harus ada dalam Teori Negara Hukum, sebab
konstitusi memuat jaminan perlindungan hak-hak
dasar warga Negara. Pandangan tersebut lebih

“"Hasan Zaini, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung,
1971, him. 154 — 155.

“’Moh. Koesnardi dan Harmaily lbrahim, Pengantar Hukum Tata Negara,
Cetakan ke-7, Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta, 1988, hIm. 155.

“Friedrick Julius Stahl, Constitusional Government and Democracy : Theory
and Practice in Europe and America, dalam Miriam Budiharjo, Dasar-dasar
[lmu Politik, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1997, him. 57-58
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lanjut dikembangkan antara lain oleh Philipus M.
Hadjon dengan mengemukakan ciri-ciri Rechtstaat,
sebagai berikut:

1) Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi
yang memuat kententuan-ketentuan tertulis
tentang hubungan antara penguasa dengan
rakyat

2) Adanya pembagian kekuasaan Negara, yang
meliputi kekuasaan pembuat undang-undang
yang ada ditangan parlemen, kekuasaan
kehakiman yang bebas yang tidak hanya
menangani sengketa antara individu rakyat
tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan
pemerintah yang mendasarkan tindakannya
atas undang-undang (wetmatig bestuur)

3) Diakui dan dilindunginya hak kebebasan rakyat
( vijheidstrechten van de burger). ™
Lebih jauh Bernard Arif Sidharta mengutif

pandangan M. Scheltema, mengemukakan bahwa ciri
khas Negara hukum ialah bahwa Negara memberikan
naungan kepada warganya dan naungan tersebut
berbeda pada tiap negara, karena tiap Negara atau
bangsa memiliki pengertian dan isi negara hukum yang
berbeda. Dalam hal ini unsur-unsur utama Negara
hukum yang dilansir adalah :

1) Pengakuan, Penghormatan, dan perlindungan hak
asasi manusia yang berakar dalam penghormatan
atas martabat manusia.

2) kepastian hukum. Negara hukum haruslah
bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum
dan unsur-unsur asasnya sebagai berikut :

*D.H.M. Meuwissen, dalam Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi
Rakyat Indonesia, PT. Bina llmu, Jakarta, 1987, him. 76.
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3)

4)
5)

a) Asas  Legalitas,  Konstitutionalitas,  dan
supremasi hukum

b) Asas undang-undang menetapkan berbagai
perangkat peraturan tentang cara pemerintah
dan para pejabatnya melakukan tindakan
pemerintahan

c) Asas Non-Retroaktif, dimana perundang-
undangan sebelum mengikat harus terlebih
dahulu diundangkan dan diumumkan secara
layak

d) Asas peradilan bebas, independent, impartial,
objektif, rasional, adil dan manusiawi

e) Asas Non Liquet, hakim tidak boleh menolak
perkara, karena alas an undang-undang tidak
ada atau tidak jelas

f) Hak asasi manusia harus dirumuskan dan
dijamin perlindungannya dalam undang-
undang dasar atau undang-undang

Asas Persamaan (similia similibus atau equality

befor the law) bahwa negara hukum pemerintah

tidak boleh mengistimewakan orang atau

kelompok orang tertentu atau mendiskriminasikan

orang atau kelompok. Didalam prinsip ini

terkandung makna : adanya jaminan persamaan

bagi semua orang dihadapan hukum dan

pemerintahan dan tersedianya mekanisme untuk

menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga

Negara

Asas Demokrasi

Asas Pemerintahan untuk Rakyat, dalam asas ini

terkandung hal-hal sebagai berikut : asas-asas

umum pemerintahan yang layak, syarat-syarat

fundamental bagi keberadaan manusia yang

bermartabat dijamin dan dirumuskan dalam
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peraturan perundang-undangan, khususnya dalam
konstitusi dan pemerintah secara rasional menata
setiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan
berhasil guna diselenggarakan secara efektif dan
efisien. *

Dalam tulisannya Philipus M Hadjon
mengemukakan ciri-ciri Rechtstaat adalah : pemisahan
antara Negara dengan masyarakat sipil, pemisahan
antara  kepentingan umum dan  kepentingan
perorangan, pemisahan antara hukum public dan
hukum privat, pemisahan antara Negara dan gereja,
adanya jaminan atas hak-hak kebebasan sipil,
persamaan dihadapan undang-undang, adanya
konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan Negara dan
dasar system  hukum, permasalahan kekuasan
berdasarkan trias politica dan system check and
balances, adanya asas legalitas, ide tentang aparat
pemerintah dan kekuasaan kehakiman yang tidak
memihak dan netral, prinsip perlindungan hukum bagi
rakyat terhadap penguasa oleh peradilan yang bebas
dan tidak memihak dan berbarengan dengan prinsip-
prinsip tersebut diletakkan prinsip-prinsip tanggung
gugat Negara secara yuridis dan prinsip pembagian
kekuasaan, baik territorial sifatnya maupun vertical
(sistem federasi maupun desentralisasi).

Digambarkan juga bahwa secara historis, gagasan
tentang konsepsi negara hukum terus bergulir sejalan
dengan arus perkembangan sejarah. Mulai dari
konsepsi  Negara  hukum liberal  (nachwachter
staat/negara sebagai penjaga malam) ke Negara hukum

> B. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan Tentang Negara Hukum, Dalam

Jentera (Jurnal Hukum) Rule of law, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan,
Jakarta, Edisi 3, November 2004, him. 124-125.
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formal (formele rechtsstaat) kemudian menjadi negara

hukum materiil (materiele rechtsstaat) hingga pada ide

negara kemakmuran (welvarstaat) atau negara yang
mengabdi kepada kepentingan umum (social service
state atau sociale verzorgingsstaat).*®

Adapun yang menjadi cirri-ciri pokok dari suatu
welfare state (Negara kesejahteraan/kemakmuran)
adalah sebagai berikut :

1) Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica
dipandang tidak prinspiil lagi. Pertimbangan-
pertimbangan efisiensi kerja lebih penting daripada
pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis,
sehingga peranan dari organ-organ eksekutif lebih
penting daripada organ legislatif;

2) Peranan negara tidak terbatas pada penjaga
keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara
secara aktif berperanan dalam penyelenggaraan
kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial,
ekonomi dan budaya, sehingga perencanaan
(planning) merupakan alat yang penting dalam
welfare state;

3) Welfare state merupakan negara hukum materiil
yang mementingkan keadilan sosial dan bukan
persamaan formil;

4) Hak milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang
mutlak, akan tetap dipandang mempunyai fungsi
sosial, yang berarti ada batas-batas dalam
kebebasan penggunaannya; dan

5) Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum
publik semakin penting dan semakin mendesak
peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena

**padmo Wahjono, Membudayakan UUD 1945, IND HILL-Co, Jakarta, 1991,

him. 73.

19



semakin luasnya peranan negara dalam kehidupan

sosial, ekonomi, dan budaya.*’
Pandangan, pemikiran atau paham negara hukum yang
dianut dewasa ini adalah pengertian yang modern, yaitu
negara  hukum  kesejahteraan  (Welfare  State)
pengertiannya bersifat negara hukum materiil dan
menjadi trends negara-negara di dunia pada abad ke-
20 ini.

Dalam pandangan teori negara hukum terkandung
konsep perlindungan yang bersegi dua, Vyaitu
perlindungan terhadap kekuasaan negara yang
dijalankan secara benar dan perlindungan setiap warga
negara dari kekuasaan yang diselewengkan. Dengan
kata lain secara a contraria teori negara hukum
mengandung konsep pencegahan terhadap
penyalahgunaan kekuasaan. Cara untuk menghindari
penyalahgunaan ini, baik penyalahgunaan wewenang
sendiri maupun penyalahgunaan wewenang yang bukan
wewenangnya oleh alat perlengkapan negara lainnya,
terutama sekali guna melindungi kepentingan rakyatnya,
maka setiap alat perlengkapan negara harus berada di
bawah suatu kontrol yang kuat serta sistematis melalui
suatu sistem pertanggungjawaban tertentu. Apabila
ternyata tidak dapat memberikan pertanggungjawaban
yang telah ditentukan harus dikenakan sanksi-sanksi
hukum sebagaimana mestinya. Untuk kepentingan ini
adanya suatu peradilan administrasi menjadi urgen.*®

“’Soerjono  Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka
Pembangunan di Indonesia, Yayasan Penerbit Ul, Jakarta, 1975, him. 54 — 55.

“® Joeniarto, Negara Hukum, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada,

Jogjakarta, 1960, him. 20.
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Berdasarkan uraian di atas mengacu kepada
pendapat para pakar yang disebutkan sebelumnya,
dapat diketahui karakteristik dari Rechstaat ialah
adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam
konstitusi, adanya pemisahan atau pembagian
kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan undang-
undang dasar, adanya peradilan tata usaha Negara,
adanya asas legalitas atau kepastian hukum, adanya
kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak,
adanya prinsip persamaan dihadapan hukum dan
dianutnya pahak demokrasi.

b. Negara Hukum Anglo Saxon ( The Rule of Law)

Pemikiran Teori Negara Hukum dalam tradisi

hukum common law atau anglo saxon berkembang
dinegara-negara Anglo-Saxon, terutama di Inggris
berkembang konsep yang dinamakan Rule of Law. Lebih
lanjut dipopulerkan oleh Albert Venn Dicey dalam
bukunya yang berjudul Law and The Constitution .
Dalam konsepsi pemikirannya dia mengungkapkan
unsur-unsur dari negara hukum Rule of Law, mencakup :

1) Supremasi aturan-aturan hukum (Supremacy
of Law) tidak adanya kekuasaan sewenang-
wenang (absence of arbitrary power) dalam arti
bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau
melanggar hukum.

2) Kedudukan hukum yang sama di ahadap
hukum (equality before the law) dalil ini
berlaku baik untuk orang biasa maupun
pejabat
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3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-
undang serta keputusan-keputusan
pengadilan.*

Di negara-negara induk di mana tempat
berkembangnya teori the rue of law, khususnya di
Inggris dianggap ada unsur yang paling penting dari
Rule of law adalah Supremacy of law atau supremasi
hukum, hal ini merupakan unsur mutlak yang tidak
dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini merupakan unsur yang
diperjuangkan rakyat inggris lebih dahulu, jika
dibandingkan dengan Negara barat lainnya. Negara
inggris yang mendasarkan pada prinsip supremasi
hukum, menjamin bahwa tidak seorangpun boleh
dipenjara atau ditahan tanpa adanya dasar yang jelas
dan pasti.

Unsur kedua dari rule of law adalah equality befor
the law, atau persamaan dihadapan hukum. Setiap
warga Negara baik pejabat Negara maupun warga
individu harus tunduk pada hukum yang sama dan
diadili pada pengadilan yang sama, dengan demikian di
inggris tidak dikenal pengadilan khusus bagi pejabat
Negara.

Unsur ketiga dari rule of law adalah the
constitution based on individual right. Hak-hak individu
dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Konstitusi tidak
pada seperti umumnya yang terdapat diberbagai
Negara lain berupa dokumen tertulis dan Undang-
Undang Dasar, melainkan konstitusi inggris lebih
menunjuk pada sejumlah dokumen yang isinya bersifat
fundamental yang dijadikan dasar oleh rakyat inggris
dalam menata kehidupan mereka berbangsa dan
bernegara.

“Jimly Asshidigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Konstitusi
Press, Jakarta, 2006, him. 148.
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Friedman, berpendapat bahwa Negara hukum
identik dengan rule of law, istilah Rechtsstaat menurut
Friedman mengandung arti pembatasan kekuasaan
Negara. Rule of law dapat dipakai dalam arti formal dan
dalam arti materil, dalam arti formal artinya sebagai
kekuasaan umum yang terorganisir. Dalam pengertian
ini setiap organisasi hukum (termasuk organisasi yang
dinamakan Negara) mempunyai rul of law, sehingga
kita dapat berbicara tentang rule of law dari RRC,
Perancis, Jerman, dan sebagainya. Sudah barang tentu
bukan dalam arti formal ini menggunakan rule of law,
tetapi dalam arti materil artinya, yang materiil ini lah
yang menyangkut ukuran-ukuran tentang hukum yang
baik dan hukum yang buruk.

Pemikiran dan pandangan teori negara hukum di
Indonesia  diberi  pengertian  materil dengan
menyertakan sebutan Pancasila, sehingga lahirlah istilah
Negara Hukum Pancasila. Sebagai negara yang terlahir
pada abad modern (abad ke-20) negara kesatuan
republik Indonesia sudah menyatakan diri sebagai
negara yang berdasarkan atas hukum (Negara hukum).
Dalam konteks UUD 1945 sebelum peruabahan teori
negara hukum bagi Indonesia tersurat dalam
penjelasannya yang sifat dan hakikinya masih
diperdebatkan. Akan tetapi dalam UUD NRI Tahun 1945,
jelas dan tegas teori dan konsep negara hukum
dikukuhkan menjadi salah satu pilar utama negara
Indonesia, vyaitu dengan merumuskannya secara
normatif dalam bagian materi muatan konstitusi.*

Dahlan Thaib mencoba mengidentifikasikan ciri
negara hukum Pancasila dengan memperhatikan
prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konstitusi NKR |
yang pernah berlaku dan yang sekarang masih berlaku

>0 periksa rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen.
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secara positif. Pertama, Pembukaan UUD 1945, memuat
dalam alinea pertama kata “perikeadilan”, dalam alinea
kedua “adil”, serta dalam alinea keempat terdapat
perkataan “keadilan sosial”, dan "kemanusiaan yang
adil”. Semua istilah itu berindikasi kepada pengertian
negara hukum, karena bukankah suatu tujuan hukum
itu untuk mencapai negara keadilan. Kemudian dalam
Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat juga
ditegaskan “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar
Negara Indonesia”.

Kedua, Batang Tubuh UUD 1945, menyatakan
bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang
Dasar (Pasal 14). Ketentuan ini menunjukkan bahwa
presiden dalam menjalankan tugasnya harus mengikuti
ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam
Undang-undang Dasar. Pasal 9 mengenai sumpah
Presiden dan Wakil Presiden “memegang teguh
Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala
undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya”.
Melarang Presiden dan Wakil Presiden menyimpang
dari peraturan perundang-undangan yang berlaku
dalam menjalankan tugasnya suatu sumpah yang harus
dihormati oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam
mempertahankan asas negara hukum. Ketentuan ini
dipertegas lagi oleh Pasal 27 UUD 1945 vyang
menetapkan bahwa “segala warga negara bersamaan
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini selain menjamin
prinsip equality before the law, suatu hak demokrasi
yang fundamental, juga menegaskan kewajiban warga
negara untuk menjunjung tinggi hukum suatu prasyarat
langgengnya negara hukum; dan
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Ketiga, Penjelasan UUD 1945, merupakan
penjelasan autentik dan menurut Hukum Tata Negara
Indonesia, Penjelasan UUD 1945 itu mempunyai nilai
yuridis, dengan huruf besar menyatakan: “Negara
Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tidak
berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat)”.
Ketentuan yang terakhir ini menjelaskan apa yang
tersirat.”’

Perubahan atau amandemen UUD 1945 terjadi
pada Tahun 1999 — 2002. Setelah UUD 1945 dilakukan
perubahan, rumusan negara hukum Indonesia yang
semula hanya dimuat secara implisit baik di dalam
Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945 dan
secara eksplisit dimuat di dalam Penjelasan UUD 1945,
penempatan rumusan negara hukum Indonesia telah
bergeser kedalam Batang Tubuh UUD 1945 yang secara
tegas dinyatakan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
yang berbunyi: Negara Indonesia adalah Negara
Hukum.

Apabila dipersandingkan unsur-unsur negara
hukum dalam pengertian yang umum sebagaimana
uraian pada pembahasan di atas, maka dapat
ditemukan pengaturan unsur-unsur negara hukum
dalam Batang Tubuh UUD 1945 sebagai berikut: (i)
Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)>%

>! Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi, Cetakan
ke-2, Liberty, Yogyakarta, 2000, him. 25 - 26.

>2 Lihat Pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan Pasal 34 UUD 1945 yang setelah
perubahan, perlindungan terhadap HAM telah dijamin pengaturannya lebih

komprehensif dalam 10 pasal ditambah 1 pasal (pasal 28) dari bab

sebelumnya (Bab X) tentang “Warga Negara dan Penduduk”, sehingga ada

11 pasal tentang HAM mulai dari Pasal 28, 28 A sampai dengan Pasal 28 J.
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(i) Pemisahan/pembagian kekuasaan®3: (i)
Pemerintahan
berdasarkan undang—undang;54 dan (iv) Peradilan
administrasi yang berdiri sendiri.”®
Dalam pada itu, Sri Soemantri merumuskan
unsur-unsur yang terkandung dalam Negara hukum
pancasila adalah :
a. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak asasi
manusia dan warga Negara
b. Adanya jaminan pembagian kekuasaan
c. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya
pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum
yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak
tertulis
d. Adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.>®

> UUD 1945 sebelum perubahan menganut paham pembagian kekuasaan
secara vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horisontal. Akan
tetapi, prinsip pemisahan kekuasaan dianut secara horisontal.
> Sebagai suatu negara hukum berdasarkan UUD 1945, Presiden Rl
memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, Presiden berhak
mengajukan RUU kepada DPR. Presiden menetapkan PP untuk menjalankan
UU sebagaimana mestinya. Semua ketentuan UUD 1945 itu merupakan
hukum positif yang menjadi dasar konstitusional (Constitutionale atau
Grondwettelyke Grondslag) dari adanya sifat wetmatigheid van het bestuur,
seperti yang telah termuat di dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan
(2) UUD 1945.

>>Peradilan administrasi (administrative court) merupakan ciri khas negara
hukum liberal yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi
individu, karena itu dalam negara hukum Pancasila keberadaannya bukanlah
unsur utama. Peradilan administrasi negara merupakan sarana perlindungan
HAM melalui pengawasan (control judicial) tindakan pemerintah.

*°Sri Soemantri, Perlindungan Hukum melalui Perlindungan Hak Asasi
Manusia, Makalah seminar Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945,
Surabaya, 1992, him. 3
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Menurut Mahfud MD, konsepsi Negara hukum
Indonesia menerima prinsip kepastian hukum yang
menjadi hal utama dalam konsepsi Rechtstaat, sekaligus
juga menerima prinsip rasa keadilan yang menjadi hal
utama dalam rule of law. Bahkan, Negara hukum
Indonesia juga menerima nilai spiritual dari hukum
agama. Hukum tertulis dan segala ketentuan
prosuderalnya diterima, tetapi harus diletakkan dalam
rangka menegakkan keadilan. Ketentuan tertulis yang
menghalangi keadilan dapat ditinggalkan. Hal ini
ditgeskan dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) UUD 1945
menyatakan bahwa fungsi kekuasaan kehakiman adalah
menegakkan hukum dan keadilan, serta pasal 28 D ayat
(1) UUD 1945 tentang hak memperoleh kepastian
hukum dan pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 bahwa hukum
harus dibangun berdasarkan keadilan.>’

Tokoh lainnya yang menguraikan tentang Negara
Hukum Pancasila adalah Jimly Asshidigie yang
menyebutkan bahwa terdapat 13 prinsip-prinsip Negara
hukum yaitu :

a. Supremasi Konstitusi
b. Persamaan dalam Hukum
c. Asas Legalitas
d. Adanya Pembatasan kekuasaan berdasarkan
Undang-Undang Dasar
e. Berfungsi organ-organ Negara yang independent,
dan saling mengendalikan
f. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak
. Tersedianya upaya peradilan tata usaha Negara
. Tersedianya peradilan tatanegara

o Q

>’M. Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi Dalam  Sistem Ketatanegaran
Indonesia, Makalah disampaikan pada acara dialog dengan asosiasi Dosen
Pengajar HTN/HAN se Jawa Timur diselenggarakan Fakultas Hukum
Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, 2008.
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i. Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia

j. Bersifat demokratis, sehingga pembentukan hukum
yang bersifat demokratis dan partisipatoris dapat
terjamin

k. Berfungsi sebagi sarana mewujudkan tujuan
bernegara

|. Adanya pers yang bebas dan prinsip pengelolaan
kekuasaan Negara yang trasnparan dan akuntabel
dengan efektifnya mekanisme control social yang
terbuka

m.Berketuhanan Yang Maha Esa.*®

Pandangan di atas sejalan dengan rumusan
negara hukum dalam konteks representatif government
under the rule of law, International Commision of Jurist
atau organisasi ahli hukum international, dalam
konferensinya di Bangkok tahun 1965 sangat
memperluas konsep Rul of Law dan menekankan apa
yang dinamakan aspek dinamis dan Rule of Law di era
modern, mengemukakan syarat-syarat dasar untuk
terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di
bawah Rule Of Law , sebagai berikut :

a. Perlindungan konstitusional. Dalam arti bahwa
konstitusi selain dari menjamin hak-hak individu,
harus menentukan juga cara procedural untuk
memperoleh perlindungan atas hak-hak yang
dijamin

b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
(independent and impatrtial tribunal)

¢. Pemilihan umum yang bebas

*%Jimly Asshidigie dalam artikel berjudul : Gagasan Dasar tentang konstitusi
dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam buku “butir-butir
pemikiran dalam hukum memperingati 70 tahun Prof. Dr. B Aref Sidarta,
disunting oleh Sri Rahayu Oktoberino dan Niken Savitri, penerbit Refika
Aditama, Bandung, 2008, him 205.
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d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
e. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan
beroposisi
f Pendidikan kewarganegaraan. >
2. Teori Hukum Murni (Positivisme Hukum)

Teori hukum murni atau teori hukum positif
berasal dari pemikiran hukum mazhab positivisme
hukum yang menggambarkan dimensi hukum yang
serba legalistik. Dalam teori hukum positif, pencapaian
keadilan lebih  ditekankan kepada aspek-aspek
prosedural dengan agak mengabaikan capaian
keadilan  hukum yang substantif.  Positivisme
cenderung mengarahkan pemahaman hukum baik
dalam konteks pengaturan perilaku maupun dalam
konteks penegakkan hukum, sebagai sesuatu yang
identik dengan undang-undang atau peraturan
perundang-undangan.

Sebagaimana yang dikonstruksikan oleh aliran
pemikiran atau mazhab hukum alam, keadilan sebagai
substansi utama pemikiran hukum, menurut Cicero,
hukum alam mengajarkan bahwa dasar-dasar hukum
dan keadilan adalah akal budi, yaitu berakar pada
alam. Sesuatu yang eksis itu, budi yang murni adalah
hukum yang sebenarnya. Akan tetapi Cicero juga
mengakui adanya hukum tertulis dan hukum tidak
tertulis, karena itu menurutnya terdapat hubungan
secara langsung antara hukum alam, akal budi
manusia, negara, dan undang-undang. Dengan kata
lain, hukum alam dengan hukum positif mempunyai
hubungan langsung yang tidak dapat dipisahkan sama
sekali. Hukum positif harus berlandaskan pada dasar-
dasar hukum, karena jika tidak hukum positif akan

**Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar llmu Politik, Gramedia Pustaka Utama,
Cetakan XVIII, Jakarta, 1987, him. 60.
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kehilangan  kekuatannya. Hukum  positif yang
dipaksakan bertentangan dengan akal budi nurani
murni manusia akan mendapat perlawanan dari budi
itu sendiri. Hukum adalah satu-satunya pengikat
kehidupan dalam negara, sedangkan keadilan hanya
dapat diwujudkan melalui penempatan keadilan itu
sebagai tujuan. Keadilan demi keadilan, karena
menjadikan tujuan lain dari hukum akan melenyapkan
keadilan itu sendiri sebab bertentangan dengan
hakikatnya.®

Teori hukum positif berlandaskan filsafat aliran
positivisme yang lahir pada awal abad ke-19, yang
pada dasarnya berkembang menjadi aliran pemikiran
ilmu sosial dan ilmu hukum. Dalam cabang positivisme
sosiologis, hukum dipandang sebagai gejala sosial
semata, sedangkan dalam positivisme hukum, hukum
dipandang sebagai gejala normatif belaka. Ada
beberapa prinsip dasar positivisme hukum, yaitu :
pertama, suatu tata hukum negara berlaku bukan
karena mempunyai dasar dalam kehidupan sosial
(Comte dan Spencer), bukan juga karena bersumber
pada jiwa bangsa (Savigny), juga bukan karena dasar
hukum alam, melainkan karena mendapatkan bentuk
positifnya dari suatu instansi yang berwenang. Kedua,
hukum harus dipandang semata-mata dalam bentuk
formalnya yang dipisahkan dari bentuk hukum
materialnya. Ketiga, isi hukum (material) diakui ada,
tetapi bukan bahan ilmu hukum karena dapat merusak
kebenaran ilmiah ilmu hukum.

Salah satu tokoh sentral pemikir teori hukum
positif adalah John Austin. Menurut John Austin,
hukum merupakan perintah penguasa (law is a

® Lili Rasjidi, Filsafat Hukum: Hukum Sebagai Suatu Sistem, Alumni,
Bandung, 1996, him. 64.
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command of the law giver), hukum diletakan sebagai
perintah dari pihak pemegang kekuasaan tertinggi,
hukum merupakan perintah bagi makhluk yang
berpikir, hukum merupakan sistem logika yang
bersifat tetap dan tertutup (closed logical system),
hukum positif harus memenuhi beberapa unsur, yaitu
perintah, sanksi, kewajiban, dan kekuasaan. Sementara
itu, Hans Kelsen menyatakan hukum harus dibersihkan
dari anasir bukan hukum, seperti etika, sosiologi,
politik, dan sebagainya. Hukum termasuk dalam
sollencategory (hukum sebagai keharusan), bukan
seinscategory (hukum sebagai kenyataan). Hukum
ditaati karena orang harus taat pada hukum sebagai
perintah negara, kelalaian terhadap perintah akan
mengakibatkan sanksi.

Selain itu, Kelsen juga terkenal dengan
stuffenbautheory, yang menjelaskan bahwa hukum
merupakan sistem norma yang berjenjang. Sistem
hukum hakikatnya merupakan sistem hierarkis yang
tersusun dari peringkat terendah sampai tertinggi.
Hukum yang lebih rendah harus berdasar, bersumber,
dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang
lebih tinggi. Akibat bertentangan dari hukum yang
lebih rendah adalah batalnya daya laku hukumnya.
Semakin tinggi kedudukan hukum dalam peringkatnya
semakin abstrak dan umum sifat norma yang
dikandungnya.

Teori hukum positif dipengaruhi oleh aliran
pemikiran hukum yang berkembang sebelumnya, yaitu
aliran  pemikiran legisme yang menyamakan
pengertian hukum dengan undang-undang. Menurut
aliran ini, hakikat hukum adalah hukum tertulis
(peraturan perundang-undangan). Dengan demikian,
pada prinsipnya teori hukum positif merupakan aliran
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pemikiran hukum yang memberi penegasan terhadap
bentuk hukum (undang-unang), isi hukum (perintah
penguasa), ciri hukum (sanksi, perintah, kewajiban,
dan kedaulatan), dan sistematisasi norma hukum
(hierarki).

Dalam teori hukum positif, kepastian hukum
selalu menjadi fokus dalam penerapan dan
penegakkan hukum, namum relatif tidak hirau
terhadap  penegakkan keadilan  sesungguhnya.
Kepastian hukum merupakan salah satu hal yang sering
disandingkan dengan keadilan dan bahkan dalam
beberapa hal dipertentangkan dengan keadilan
sehingga seolah-olah jika ada keadilan maka sulit untuk
mendapatkan kepastian hukum dan begitu juga
sebaliknya.  Padahal, Thomas Aquinas pernah
mengatakan, walaupun tidak secara lugas bahwa
hukum yang tidak adil bukanlah hukum (lexinjusta non
estlex)®', sehingga keadilan adalah suatu prasyarat suatu
aturan hukum dapat dikategorikan sebagai hukum.
Soedikno Mertokusumo menyatakan bahwa harus
diperhatikan dan menjadi syarat, yaitu kepastian hukum
(rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan
keadilan (gerechtigkeit).%® Dari pernyataan tersebut di
atas, kepastian hukum merupakan salah satu syarat
yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu
merupakan yustiabel terhadap tindakan sewenang-
wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat

®1).M. Finnis, Natural Law and Natural Rights, dalam Filsafat Hukum

Jilid 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008: “..when he says that an

unjust law is not law in the focal sense of theterm law [ie,simpliciter]

notwithstanding that it is law in a secondary sense of that term [ie.,secundum
quid]”, him. 99.

%2Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, PT

Cira Aditya Bakti, Bandung, 1993, him. 45.
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memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan
tertentu.

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah
aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari
kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan
pada individu terhadap kesewenang-wenangan
individu lainnya dan fakta bahwa seorang individu
harus dapat menilai akibat-akibat dari perbuatannya,
baik akibat dari tindakan maupun kelalaian. Aspek ini
dari kepastian hukum memberikan jaminan bagi dapat
diduganya serta terpenuhinya perjanjian dan dapat
dituntutnya pertanggung jawaban atas pemenuhan
perjanjian. Penerapan kepastian hukum merupakan
penerapan asas hukum sebagai jantungnya peraturan
hukum dan landasan yang paling luas serta alasan bagi
terlaksananya peraturan hukum. Aturan hukum
memiliki aspek kepastian hukum dan juga harus
memenuhi kebutuhan akan keadilan.

Berbicara mengenai tujuan hukum pada
umumnya menurut Gustav Radbruch memakai asas
prioritas. Asas prioritas tersebut dijadikan sebagai
sebagai tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu: keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum. Setiap hukum
yang diterapkan memiliki tujuan spesifik, yang
diimplementasikan dalam penelitian ini bahwa
kepastian hukum dalam mengakui dan menjamin
badan hukum sebagai subjek hukum dalam konteks
penegakkan hukum pidana sangat dibutuhkan, karena
tanpa kepastian hukum jelas tidak akan memberikan
manfaat bagi penegakkan dan perkembangan praktik
hukum pidana yang pelakunya bukan orang. Misalnya,
hukum pidana memiliki tujuan spesifik dibandingkan
dengan hukum perdata, hukum formal mempunyai
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tujuan spesifik jika dibandingkan dengan hukum
materil.

Tujuan hukum adalah sekaligus keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum maka faktanya hal
tersebut akan menimbulkan masalah. Tidak jarang
antara  kepastian hukum berbenturan dengan
kemanfaatan, antara keadilan dengan kepastian
hukum, dan antara keadilan terjadi benturan dengan
kemanfaatan. Keadilan adalah hak asasi yang harus
dinikmati oleh setiap manusia yang mampu
mengaktualisasikan segala potensi manusia. Tentu
dalam hal ini akan memberikan nilai dan arti yang
berbeda keadilan yang berbeda untuk terdakwa dan
pihak lain yang jadi korban ketika hakim membuat
putusan. Maka dalam hal ini bisa saja keadilan akan
berdampak pada kemanfaatan bagi masyarakat luas,
tetapi ketika kemanfaatan masyarakat luas yang harus
dipuaskan, maka nilai keadilan bagi orang tertentu
mau tidak mau akan dikorbankannya. Maka keadilan,
kemanfaatan, dan kepastian hukum akan sangat sulit
untuk ditegakkan secara bersama, sehingga dalam
kepastian hukum itu yang sangat dibutuhkan adanya
harmonisasi dan sinkronisasi peraturan kepailitan
dengan peraturan perundangan lainnya.

Sebagaimana dijelaskan pada bagian di muka
bahwa menurut John Austin, esensi konsep hukum
positiv adalah hukum merupakan perintah penguasa
(law is a command of the law giver), hukum diletakan
sebagai perintah dari pihak pemegang kekuasaan
tertinggi, hukum merupakan perintah bagi makhluk
yang berpikir, hukum merupakan sistem logika yang
bersifat tetap dan tertutup (closed logical system),
hukum positif harus memenuhi beberapa unsur, yaitu
perintah, sanksi, kewajiban, dan kekuasaan. Pada
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tataran berikutnya, hal ini berkaitan dengan gagasan,
praktik, dan tata cara pembuatan hukum positiv itu
sendiri, yang tiada lain adalah menyangkut politik
hukum.

Dengan demikian, bagian penting lainnya dari
teori hukum posititiv di dalamnya menyangkut teori
politik hukum yang dalam disertasi ini ditempatkan
sebagai teori intervening (teori cabang). Teori “Politik
Hukum”, merupakan mengingat tema atau objek kajian
yang relatif belum lama dikembangkan. Belum banyak
ahli yang memusatkan perhatiannya pada masalah ini
secara spesifik. Diantara pemikiran-pemikiran dan hasil-
hasil kajian yang pernah dilakukan belum ada kesamaan
pandangan, sehingga belum ada suatu batasan baku
mengenai politik hukum yang dapat diterima oleh
semua pihak. Bahkan, masih dalam perdebatan para
pakar, apakah Politik hukum termasuk dalam bidang
Politik atau dalam bidang hukum? Dari beberapa
referensi, ternyata secara teoritis pengertian politik
hukum sering dirancukan dengan pengertian kebijakan
(policy) pembangunan hukum.

Nampaknya secara terminologis ada kesamaan
arah atau maksud uraiannya. Arti istilah "Politik Hukum”
lebih banyak digunakan untuk maksud yang sama
dengan makna kebijakan hukum. Namun secara
substansial, masih perlu terus dikembangkan melalui
pengkajian ilmiah, karena masih memuat pemahaman
yang berbeda. Dalam pengertian yang luas, Politik
hukum dimaksudkan termasuk didalamnya strategi dan
kebijakan dalam bidang hukum yang diambil oleh
pemerintah dalam rangka mencapai dan mewujudkan
suatu tertib hukum Nasional. Dalam rumusan yang
simpel, politik Hukum diartikan sebagai kehendak atau
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keinginan penguasa dalam menetapkan tentang hukum
mana yang akan diberlakukan dalam Negara.

Dalam kerangka llmu Hukum, Soerjono Soekanto
mengemukakan bahwa “sebagai bagian dari preskriptif
disiplin  llmu Hukum, Politik Hukum mengandung
pengertian kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan
nilai-nilai  tersebut”.®® Dengan  mengutip  dan
menterjemahkan beberapa pendapat, A. Hamid S.
Attamimi  menjelaskan pengertian politik hukum
sebagai  berikut:  Rodig, menjelaskan  bahwa
Gesetzgebungtheorie  (Teori ~ Perundang-undangan)
mengandung dua segi, yaitu proses perumusan isi
peraturan dan proses pemilihan isi peraturan dari
alternatif-alternatif yang ada; Menurut Burkhardt Krems,
Gesetzgebunglehre (Ilmu Perundang-undangan)
meliputi tiga sub-bagian disiplin, yaitu proses
perundang-undangan, metode perundang-undangan,
dan teknik perundang-undangan; dan Werner Maihofer,
mengemukakan bahwa  Gesetzgebunglehre  (llmu
Perundang-undangan dalam arti sempit), pada
dasarnya merupakan “politik hukum” yang didasarkan
pada empiri atau pengalaman hukum yang isinya secara
ilmiah merupakan tuntunan mengenai pembentukan
perundang-undangan.®

Bagir Manan, membedakan sifat politik hukum ada
yang bersifat tetap (permanen) dan bersifat temporer.
Politik hukum permanen berkaitan dengan sikap hukum
yang akan selalu menjadi dasar kebijakan pembentukan
hukum yang bagi Indonesia antara lain: ada satu
kesatuan sistem hukum, pembentukan hukum yang

63 Otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung, 1992,

him. 34.

* A. Hamid S. Attamimi, Teori Perundang-undangan Indonesia, Universitas
Indonesia Press, Jakarta, 1992, him. 13 — 15.
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memperhatikan kemajemukan dan didasarkan pada
partisipasi masyarakat. Politik hukum temporer adalah
kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai
dengan kebutuhan.®®

Sudarto mengemukakan, bahwa politik hukum
adalah (a) wusaha wuntuk mewujudkan peraturan-
peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi
pada suatu saat, dan (b) kebijakan dari suatu Negara
melalui  badan-badan yang berwenang untuk
menetapkan peraturan-peraturan yang dihendaki yang
diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan
apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk
mencapai apa yang dicita-citakan.®’

Moh. Mahfud MD, mempunyai pandangan bahwa
studi tentang Politik Hukum termasuk dalam kajian limu
Hukum.®® Secara teoritis, penempatan studi politik
hukum tepat dalam kerangka llmu Hukum, khususnya
Hukum Tata Negara, karena salah satu objek dalam
HTN  adalah  sistem  pengambilan  keputusan.
Bagaimanapun Politik Hukum adalah keputusan dari
pemerintah. Dalam istilah politik hukum terkandung
asumsi dasar bahwa hukum merupakan produk politik
yang memandang hukum sebagai formulasi atau
kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling
berinteraksi dan saling bersaingan.

Dengan demikian, terdapat variasi definisi atau
pengertian politik hukum. Berdasarkan persamaan

66 Bagir Manan, dalam Martin H. Hutabarat, dkk., Hukum Dan Politik
Indonesia, Pustaka Sinar harapan, Jakarta, 1996, him. 144,

®” Majalah limiah Hukum, Edisi Mei-Juni, Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya, Yogyakarta, 1996, him. 38.

% Moh Mahfud, Op. Cit.,, him. 1. Menurut catatan kakinya, pernyataaan ini
didukung oleh beberapa orang ahli antara lain, Satijpto Rahardjo, Soerjono
Soekanto dan Sri Mamudi;i.
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subtansi antar berbagai pengertian, politik hukum dapat
didefinisikan sebagai legal policy yang akan atau yang
telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah.
Pengertian ini mencakup: pertama, pembangunan
hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan
terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan
dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan
hukum yang telah ada, termasuk penegasan fungsi
lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dengan
demikian, politik hukum mencakup proses pembuatan
dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukan sifat
dan kearah mana hukum akan dibangun dan
bagaimana menegakannya. Secara empirik dalam
praktek penyelenggaraan kehidupan bernegara, ada
kesan bahwa pokok bahasan Politik Hukum cenderung
termasuk dalam ruang lingkup kajian Ilmu Politik.
Dalam hal ini dapat dipahami kalau politik hukum
merupakan  sub-sistem dari  politik. Pemerintah
mengemukakan  bahwa  “Politik dan  strategi
pembangunan hukum nasional tidaklah berdiri sendiri,
tetapi merupakan bagian dari politik dan strategi
nasional. Masalah politik hukum bukanlah semata-mata
persoalan yuridis, melainkan bagian integral dari
politik”.*°

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas,
penulis berpendapat bahwa politik hukum merupakan
sub-ordinasi dari politik.

Terdapat tiga asumsi yang dapat dapakai untuk
menjelaskan hubungan antara politik dengan hukum
sebagai sub-sistem kemasyarakatan. Pertama, hukum
determinan atau menentukan terhadap politik, sehingga
setiap kegiatan politik harus didasarkan pada aturan-

* Busyro Mugoddas, Politik Pembangunan Hukum Nasional, Ull Pres,
Yogyakarta, 1992, him. 4.
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aturan hukum. Dalam hal ini, hukum merupakan
independen variabel atas politik. Kedua, politik lebih
kuat dan determinan daripada hukum, sebab pada
dasarnya hukum itu sebenarnya merupakan produk
politik. Karakter dan pola-pola penegakan hukum
sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang
melahirkan atau melatarbelakanginya. Hukum menjadi
dependen atas politik. Ketiga, politik dan hukum terjalin
dalam  hubungan yang interdependen (saling
bergantung). Hukum tanpa politik akan lumpuh, tetapi
sebaliknya politik tanpa hukum akan zalim (sewenang-
wenang).

Dengan asumsi bahwa “"hukum merupakan produk
politik”, maka hukum apapun yang akan dirancang akan
sangat ditentukan oleh kemauan politik dan konfigurasi
politik. Pengartian ini akan membawa persoalan yang
mendasar, yaitu kemungkinan terjadinya reduksi
terhadap makna dari konsep Negara hukum yang
didengungkan dan ingin ditegakkan. Oleh karena itu,
secara akademik-teoretik, harus tetap konsisten mencari
dasar-dasar pembenar dari sudut akademik-ilmiah.

Untuk  merumuskan  politik  hukum  yang
demokratis, terlebih dahulu diperlukan lembaga-
lembaga politik yang demokratis dan respon atas
tuntutan-tuntutan masyarakat. Dalam kaitan ini,
reformasi harus mampu menggariskan politik hukum
baru dalam hukum-hukum bidang politik agar
produknya lebih demokratis. Politik hukum baru yang
diperlukan adalah politik hukum yang mengembalikan
kehidupan bernegara pada implemantasi prinsip-prinsip
Negara hukum, politik hukum yang demokratis dan
responsif.

Untuk lebih memperluas pemahaman perbedaan
antara istilah politik hukum dengan kebijakan hukum,
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perlu dilihat secara etimologis. Dalam Kamus Bahasa
Indonesia ditemukan kata “Politik” yang berarti segala
macam urusan ketatanegaraan yang menyangkut
pengaturan pemerintah yang didalamnya termasuk
sistem, kebijksanaan, serta siasat baik terhadap urusan
dalam negeri maupun luar negeri. Sementara itu, kata
“Kebijaksanaan”, berarti kepandaian, ketajaman pikiran,
kehalusan budi.”

Jadi, ternyata istilah politik hukum mengandung
pengertian yang lebih luas, karena didalamnya
termasuk seluruh rangkaian pembangunan di segala
bidang. Dengan demikian istilah yang lebih tepat adalah
“Politik Hukum®, karena sudah mencakup
kebijaksanaan, pembangunan, dan pembinaan hukum.
Namun demikian, konsep politik pembangunan Hukum
Nasional yang sejak Orde Baru dicanangkan belum
terjabarkan  secara  sistematis = dalam  proses
pembangunan hukum.  Dalam konteks Konstitusi,
hubungan hirarki yang bersifat pokok sering terabaikan.
Dengan demikan masalah politik hukum harus dilihat
secara interdisipliner.

Politik hukum idealnya mengarahkan
Pembangunan Hukum Nasional bukan hanya sekedar
dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan politik guna
membayar hutang sejarah yang belum terlunasi
terhadap cita-cita proklamasi kemerdekaan. Tetapi juga
diharapkan mampu menjawab tuntutan sosial agar
hukum dapat memainkan peranan penting sebagai
sarana pembaharuan atau pembangunan, dalam rangka
mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur.

Dihubungkan dengan perkembangan kehidupan
berbangsa dan bernegara serta pembangunan

70 JS. Badudu dan Moh. Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta, 1994, him.183.
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masyarakat, kebutuhan perubahan dan pembaharuan
hukum terasa semakin mendesak akibat pesatnya
kemajuan sosial dalam suasana pembangunan.
Perspektif ini meletakkan politik hukum yang
menyangkut pembangunan hukum dalam kerangka
pembangunan dalam arti luas. Akan tetapi,
merumuskan antara pembangunan hukum dengan
pembangunan dalam bidang lain bukanlah perkara
yang mudah. Sebab peranan hukum sebagai alat
rekayasa sosial dalam proses pembangunan bukan
hanya berfungsi untuk mendorong, tetapi sekaligus
mengarahkan dan mengendalikan proses perubahan
sosial agar tidak menyimpang dari cita-cita konstitusi
dan tujuan Negara Indonesia merdeka.

Kritikan yang tajam sering dilontarkan terutama
dari kalangan ekonomi, yang menyatakan kurang
tanggapnya hukum dalam mengantisipasi
perkembangan ekonomi yang demikian cepat. Harus
diakui hal ini merupakan sisi kelemahan hukum
khususnya pembangunan Hukum. Namun demikian,
pembangunan hukum atau hukum itu sendiri tidak bisa
hanya dilihat dari kacamata kepentingan ekonomi.
Sebab secara Filsafat, hukum yang demikian tidak akan
menjadi hukum yang baik. Hukum tidak menghendaki
kesejahteraan lahir, tetapi terutama menginginkan
ketentraman hidup yang terkandung didalamnya
perasaan keadilan masyarakat.

Nilai penting ini berkaitan dengan sifat “Negara
Hukum” dan kesadaran akan peranan penting yang
harus dimainkan oleh hukum sebagai sarana dan
wahana yang melembaga untuk  menunjang
keberhasilan pembangunan nasional. Itulah sebabnya
pembangunan hukum ditingkatkan dari sektor menjadi
bidang. Hukum itu bukan merupakan tujuan, akan
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tetapi hanya merupakan jembatan, yang harus
membawa kita kepada ide yang dicita-citakan.

Pembicaraan tentang politik Hukum Nasional tidak
dapat dilepaskan dengan salah satu masalah dalam
Filsafat Hukum yaitu, hubungan hukum dan kekuasaan.
Pembahasan yang paling banyak menekankan pada sisi
si pemegang kekuasaan. Namun demikian kajian dari
sudut yang dikuasai dapat disimpulkan bahwa
kekuasaan (hukum) yang paling kuat mendapat
dukungan dari rakyat maka akan semakin berkuasa.
Sebaliknya semakin kecil dukungan, maka penerapan
hukum  akan memerlukan paksaan,  bahkan
kemungkinan dapat berupa kekuatan/kekerasan.

Hubungan antara hukum dengan kekuasaan
dirumuskan dalam slogan “Hukum tanpa kekuasaan
adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa
hukum adalah kelaliman”.”" Kekuasaan diperlukan
karena hukum bersifat memaksa yang berbeda dengan
norma yang lain. Untuk penerapan hukum maka
kekuasan harus ada, hukum merupakan salah satu
sumber kekuasaan, kekuasaan tidak boleh di atas
hukum.

3. Teori Hukum Pidana

Secara teoritik dan konseptual, pada tataran yang
sederhana  untuk  memahami  “tindak  pidana”
seharusnya dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, istilah atau
pengertian tindak pidana secara formal rumusan
definisinya atau pengertiannya tidak dapat ditemukan
di dalam KUHP itu sendiri sebagai dokumen hukum
atau undang-undang yang menjadi rujukan utama bagi

him. 79.

' Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Gramedia, Jakarta, 1989,
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istilah tindak pidana. Untuk mendapakan kejelasan
tentang definisi, pengertian, atau uraian tentang istilah
tindak pidana, lebih cenderung merujuk pada substansi
ilmu hukum hukum sebagaimana dikembangkan oleh
para ahli atau pakar dalam bidang IImu Hukum.

Dalam hal ini, terdapat bermacam-macam dan
ragam pengertian tindak pidana yang dikemukakan
oleh para sarjana bidang hukum. Secara akademik-
teoritis, banyak ahli-ahli  yang  menyampaikan
pendapatnya melalui berbagai referensi mengenai
pengertian hukum pidana yang di dalamnya membahas
tindak pidana. Di kalangan ahli hukum pidana nasional,
antara lain terkenal pendapat atau pandangan dari
Sofyan Sastrawidjaja. Menurutnya, persoalan tindak
pidana harus dilihat dalam kerangka teoritiknya yang
lebih luas, yaitu Hukum Pidana. Dijelaskan lebih lanjut,
bahwa Hukum Pidana merupakan bagian dari
keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang
mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

a. Menentukan perbuatan-perbuatan apa (mana)
yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang
dengan disertai ancaman sanksi yang berupa
pidana tertentu bagi siapa yang melanggar
larangan tersebut.

b. Menentukan kapan dan dalam hal apa, kepada
mereka yang telah melanggar larangan-
larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi
pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara  bagaimana
pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan,
apabila ada orang yang disangka telah
melanggar larangan tersebut.”

72 Sofyan Sastrawidjaja, Hukum Pidana, Armico, Bandung, 1996, him. 3.
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Berdasarkan rumusan tersebut, dapat diketahui
bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan
hukum yang berlaku pada suatu negara, yang tergolong
hukum publik, yaitu hukum yang mengatur kepentingan
umum. Hal itu merupakan kebalikan dari hukum privat,
yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar
perseorangan atau antar subjek hukum atau hukum yang
mengatur kepentingan perseorangan. Diantara bagian
dari terminologi dalam bidang hukum pidana yang
sifatnya khas dan sangat populer dikenal baik dalam
lingkungan akademik, profesional, aparatur, maupun di
kalangan masyarakat awam, adalah istilah atau
pengertian tindak pidana. Secara istilahnya, kata-kata
tindak pidana merupakan terjemahan dari kata-kata atau
istilah dalam bahasa asing (Belanda). Dengan kata lain
istilah tindak pidana merupakan kata yang mempunyai
padanan dalam bahasa Belanda, yaitu strafbaarfeit.
Bahkan kemungkinan besar tindak pidana dalam bahasa
Indonesia yang sampai saat ini dipergunakan secara
khusus dan dan khas dalam konteks bidang hukum
tertentu, berasal dari bahasa Belanda tersebut.

Strafbaar itu sendiri dalam bahasa Belanda artinya
yang dapat dihukum atau dikenai sanksi pidana. Adapun
feit berarti sebagaian dari suatu kenyataan, kondisi,
keadaan, atau fakta (een gedeelte van de werkwlijkheid).
Oleh karena itu, apabila kedua kata tersebut
digabungkan “strafbaarfeit, maka secara harfiah dapat
diartikan atau diterjemahkan menjadi “sebagai bagian
dari suatu kenyataan atau fakta perbuatan yang dapat
dihukum.”

Disamping itu, sejumlah ahli hukum pidana atau
sarjana hukum juga memberikan uraiannya tentang
pengertian tindak pidana, yaitu:

3 1bid. him. 6.
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a. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan pengertian tindak
pidana adalah sebagai suatu perbuatan yang
dilakukan oleh seseorang dan seseorang tersebut
sebagai pelakunya dapat dihukum.”

b. Menurut Bambang Purnomo, pengertian tindak
pidana adalah suatu kelakuan manusia atau orang
sebagai subjek hukum yang diancam pidana oleh
peraturan perundang-undangan atau dalam rumusan
yang lain tindak pidana adalah suatu kelakuan yang
pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.”

c. Pengertian tindak pidana menurut pendapat D.
Schaffmeister adalah perbuatan manusia atau orang
yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik,
bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.”®

d. Moeljatno salah seorang ahli hukum pidana di
Indonesia yang cukup terkenal, dalam penjelasan
singkatnya menguraikan tindak pidana sebagai
perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang
berupa pidana tertentu bagi siapapun yang
melanggar larangan tersebut.”’

Selain itu, dalam uraian yang lebih lengkat beliau
mengupas tentang pengertian tindak pidana sebagai
berikut:

Perbuatan pidana atau tindak pidana itu bersifat

merugikan masyarakat jadi anti sosial, karenanya

perbuatan itu dilarang keras atau pantang
dilakukan, dengan demikian konsepsi perbuatan

“ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia, Eresco,
Bandung, 1998, him. 9.

s Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1997, him. 90.

"® D. Schaffmeister, Hukum Pidana, Liberty, Yogyakarta, 1995, him. 35.

" Molejatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, him. 67.
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pidana atau tindak pidana dapat disamakan atau
disesuaikan dengan konsepsi perbuatan
pantangan yang telah lama dikenal dalam
masyarakat Indonesia asli sejak nenek moyang.
Dalam kerangka teoritik yang lebih luas tindak
pidana merupakan bagian dari hukum pidana. Adapun
Istilah hukum pidana itu sendiri mengandung beberapa
pengertian, antara lain:"®
a. Hukum pidana dalam arti objektif (/us poenali) yaitu

sejumlah peraturan yang mengandung
larangan-larangan atau keharusan-keharusan
dimana terhadap pelanggarannya diancam

dengan hukum.

b. Hukum pidana  dalam  arti  subjektif  (ius
pun/endi) yaitu sejumlah peraturan yang
mengatur  hak negara untuk menghukum
seseorang yang melakukan perbuatan dilarang.

Hukum pidana dalam arti objektif terdiri dari
hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum
pidana materi! berisikan peraturan-peraturan tentang
perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan
hukuman, siapa-siapa yang dapat dihukum, hukuman
apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang
melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan
dengan undang-undang, sedangkan hukum pidana
formil yaitu sejumlah  peraturan-peraturan yang
mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya
untuk melaksanakan hukuman.

Menurut Satochid Kartanegara bahwa "hukum
pidana materil itu adalah hukum pidana in abstracto yaitu
yang terdapat dalam KUHP dan peraturan lainnya,
sedangkan hukum pidana formil adalah hukum pidana in

"8 Ibid, him. 69
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concrete, yaitu hukum acara pidana yang mengandung
peraturan concerto.”

Hukum pidana dalam arti subjektif adalah hak
untuk  mengancam  perbuatan-perbuatan  dengan
hukuman yang dimiliki oleh negara, ancaman hukuman
ini misalnya terdapat dalam KUHP yang menyatakan
pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan terus
menerus atau sementara menjalankan suatu jabatan
umum yang dengan sengaja menggelapkan uang atau
kertas yang berharga, yang disimpannya karena
jabatannya, atau membiarkan uang atau kertas yang
berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain,
atau menolong sebagai pembantu orang lain itu dalam
hal ini dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya
20 {dua puluh) tahun dan atau denda setinggi-tingginya
30 (tiga puluh) juta rupiah. Kemudian hak untuk
menjatuhkan hukuman diletakkan pada alat-alat
perlengkapan negara yaitu yang melaksanakan hukuman.

Antara hukum pidana subjektif dan hukum pidana
objektif terdapat hubungan satu sama lainnya. Satochid
Kartanegara berpendapat  bahwa :*°

Hukum pidana dalam arti subjektif yaitu hak

negara untuk menghukum adalah bersandar pada

hukum pidana, dalam arti objektif yaitu bahwa hak

untuk menghukum itu baru timbul setelah di

dalam hukum pidana objektif ditentukan sejumlah

perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman.

Sehubungan dengan pengertian hukum pidana,
Moeljatno memberikan definisi bahwa “hukum pidana
adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut
oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban

® Satochid Kartanegara, Kumpulan Kuliah Hukum Pidsana, Balai Besar

mahasiswa, Jakarta, 1976, him. 3
% 1bid, him. 3
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hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan
dengan hukum dan mengenakan nestapa kepada yang
melanggar larangan tersebut”.®’

Sementara itu, ahli yang lain vyaitu, Wirjono
Projodikoro menjelaskan bahwa hukum pidana adalah
“peraturan hukum mengenai pidana, kata pidana berarti
hal yang dipidanakan yaitu oleh instansi yang berkuasa
dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang
tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-
hari dilimpahkan”.2?

llImu hukum pidana mempunyai tugas untuk
menjelaskan, menganalisa dan kemudian menyusun
dengan sistematis dari norma hukum pidana dan sanksi
pidana agar pemakaiannya juga berlaku sesuai dengan
pemanfaatan dalam masyarakat, oleh sebab itu yang
menjadi objek dalam ilmu hukum pidana adalah hukum
positif. Sebagaimana diketahui dalam hukum pidana
positif pada umumnya peranan asas-asas hukum pidana
itu menjadi dasar di dalam perundang-undangan baik
yang diletakkan pada aturan umum maupun pada
perumusan  delik-delik  khususnya. = Memberikan
pengertian hukum pidana positif melalui hukum pidana
adalah sangat penting, karena hukum pidana itu
mempunyai asas-asas yang lain dan asas-asas tersebut
dapat disusun sedemikian rupa sehingga hukum pidana
yang berlaku dapat dipergunakan secara sistematis, kritis
dan harmonis.

Tindak pidana dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah  perbuatan pidana (kejahatan),
sedangkan menurut istilah hukum tindak pidana adalah
suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan
hukuman pidana. Lebih lanjut Atang Ranoemihardja

) Moeljatno, Op. Cit, him. 8.
%) Wirjono Projodikro, op. cit., him. 16.
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menyatakan bahwa "tindak pidana adalah suatu kelakuan

manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam

dengan hukuman”.®

Unsur-unsur tindak pidana, antara lain :3

a. Suatu perbuatan manusia, akibat unsur ini adalah
peristiwva dan pembuat tidak dapat dipisahkan satu
dengan yang lainnya.

b. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan
perundang-undangan dilarang atau diancam dengan
hukuman, jadi kelakuan manusia yang bersangkutan
harus dilarang atau diancam dengan hukuman, maka
oleh karenanya tidak semua kelakuan manusia yang
melanggar ketertiban umum adalah merupakan suatu
peristiwa pidana.

Sejalan dengan wuraian di atas, maka dapat
dikatakan ada 2 (dua) gambaran yang menjelaskan
unsur-unsur tindak pidana yaitu, pertama secara teoritis.
Dalam perspektif teoritis dipandang bahwa suatu tindak
pidana merupakan suatu pelanggaran kaidah yang
terjadi disebabkan karena kesalahan pelanggar dan harus
diberi hukuman untuk mempertahankan tata hukum.
Dengan demikian, secara teoritis, unsur-unsur tindak
pidana meliputi suatu kelakuan manusia yang
bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum
atau suatu kelakuan dalam hal dilakukan maka pelanggar
dinyatakan bersalah dan pelaku dapat dihukum.®

Kedua, adalah unsur peristiwa. Menurut hukum
positif suatu peristiwa pidana adalah suatu peristiwa
yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman atau suatu

8 Atang Ranoemihardja, Hukum Pidana, Asas-Asas, Pokok-Pokok, Pengertian
Dan Teori, Tarsito, Bandung, 1984, him. 21.

) Ibid, him. 23.

%) Ibid, him. 30.

49



peristiwa yang menyebabkan seseorang atau pembuat
mendapat hukuman atau dapat dihukum.

Dalam pada itu, Simon mengisyaratkan tentang
unsur-unsur tindak pidana dengan memberikan definisi
tentang tindak pidana sebagai "perbuatan yang antara
lain, meliputi oleh oknum diancam dengan hukuman,
bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang
bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab”.2®

Demikian halnya, unsur-unsur tindak pidana dapat
ditelaah dari rumusan yang disampaikan oleh Moeljatno
yang menjelaskan pengertian bahwa:®’

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang
oleh suatu aturan hukum atau larangan mana
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana
tertentu, bagi barang siapa yang melanggar
larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa
perbuatan pidana adalah perbuatan yang oieh
suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
asal saja dalam pada itu di ingat bahwa larangan
ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan
atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan
orang), sedangkan ancaman padanya ditujukan
kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Pengertian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa
larangan dan ancaman pidana mempunyai hubungan
yang erat, sebab antara kejadian dan orang yang
menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula.
Antara yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain,
sehingga untuk menyatakan hubungan yang erat itu
maka digunakan perkataan perbuatan yaitu suatu
pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan
konkrit. Pertama, adanya kejadian yang tertentu dan

* Ibid, him. 35.
&) Moeljatno, Op. Cit, him. 54.
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kedua adanya orang yang berbuat yang menimbulkan

kejadian itu. Adapun berkenaan dengan unsur-unsur

tindak pidana, Moeljathno menyatakan bahwa unsur-
unsur  atau elemen-elemen perbuatan pidana,
adalah:®

a. Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus
berdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan
yang mengandung kelakuan dan akibat yang
ditimbulkan karenanya adalah suatu kejadian dalam
alam lahir.

b. Hal ikhwal dibagi menjadi dua golongan vyaitu
mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan
yang mengenai diluar si pembuat, kadang-kadang
dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu
dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang
tertentu pula, misalnya dalam Pasal 165 KUHP yaitu
tentang kewajiban untuk melaporkan kepada yang
berwajib apabila mengetahui akan terjadinya suatu
kejahatan, orang yang tidak melapor baru melakukan
pidana apabila kejahatan tersebut betul-betul terjadi,
hal terjadinya kejadian itu merupakan unsur
tambahan.

c. Keadaan unsur tambahan tersebut dinamakan unsur-
unsur yang memberatkan pidana, misalnya
penganiayaan menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP
diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun 8 (delapan) bulan, tetapi apabila
penganiayaannya itu menimbulkan luka berat
ancaman pidana diperberat menjadi 5 (lima) tahun
penjara dan jika menyebabkan mati menjadi 7 (tujuh)
tahun penjara (Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP).

d. Dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti yang
dirumuskan dengan unsur-unsur diatas maka sifat

) Ibid. him. 58.
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penting dilakukannya itu sudah tampak dengan wajar,
sifat yang demikian itu sifat yang melawan hukumnya
perbuatan tidak perlu dirumuskan lagi sebagai unsur
tersendiri, misalnya dalam Pasa! 285 KUHP vyaitu
tentang perkosaan, ditentukan bahwa memaksa
seseorang wanita dengan  kekerasan  untuk
bersetubuh diluar perkawinan diancam dengan
pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, dari
rumusan tersebut telah nyata sifat melawan hukum
perbuatannya.
. Sifat melawan hukum perbuatan adalah tidak terletak
pada keadaan yang objektif tetapi keadaan yang
subjektif yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa
sendiri misalnya dalam Pasal 362 KUHP dari rumusan
sebagai pencurian, pengambilan barang milik orang
lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut
secara melawan hukum, sifat melawan hukumnya
perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lain tetapi
digantungkan pada niat orang yang mengambil
barang tadi. Apabila niat hatinya itu baik misalnya
barang tersebut untuk diberikan kepada pemiliknya
maka perbuatannya tidaklah dilarang karena bukan
pencurian, sebaliknya kalau niat hatinya jelek yaitu
barang akan dimiliki sendiri dengan tidak
mengacuhkan pemiliknya menurut hukum maka
dilarang dan masuk ke dalam rumusan pencurian.
Dalam perspektif hukum, pada umumnya subjek

hukum dan khususnya subjek tindak pidana adalah
manusia. Ditegaskan dalam KUHP bahwa yang dapat
menjadi subjek tindak pidana adalah manusia. Penegasan
tersebut dapat dilihat dalam rumusan-rumusan tindak
pidana yang tersebar dalam pasal-pasal, ayat-ayat, dan
norma-norma dalam KUHP. Apabila ditarik benang
merahnya dapat dikatakan bahwa terdapat poin-poin
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penting yang menyatakan bahwa manusia sebagai

subjek tindak pidana adalah:*°

a. Terdapatnya perumusan tindak pidana yang dimulai
dengan perkataan barang siapa, seorang ibu,
seorang pejabat, seorang nahkoda.

b. Jenis-jenis pidana yang ditentukan dalam Pasal 10
KUHP hanya ditujukan terhadap manusia

c. Dalam hukum pidana yang berlaku sekarang
menganut asas kesalahan seseorang manusia yang
disebut dengan "hukum pidana kesalahan". Dalam
Schuldstrafrecht yang dianggap dapat berbuat
kesalahan hanyalah manusia yaitu yang berupa
kesalahan perorangan atau individual.

Memang menurut atau dalam kerangka KUHP,
masalah subjek tindak pidana terkait antara manusia
dengan subjek hukum berupa badan hukum. Pasal 59
dan Pasal 169 KUHP menentukan bahwa badan hukum
sebagai subjek hukum dapat dikenai pidana, namun
ternyata yang dapat dikenakan pidana hanya manusia
yang ikut dalam perkumpulan bukan badan hukumnya.
Dengan demikian berdasarkan ketentuan yang ada di
dalam KUHP badan hukum tidak dapat dipidana, yang
dapat dikenakan pidana hanyalah pengurus dari badan
hukum tersebut saja. Unsur perbuatan dari tindak pidana
dapat di lihat dari perumusan tindak pidana yang
tertuang dalam bahasa Belanda dinamakan dengan
delictsomschrijiving, misalnya dalam tindak pidana
mencuri, perbuatannya dirumuskan sebagai perbuatan
mengambil barang. Ini merupakan perumusan secara
formal, yaitu benar-benar disebut wujud dari suatu
gerakan tertentu dari badan seorang manusia,

) Tongat, Hukum Pidana Materil, Djambatan, Jakarta, 2003, him. 24.
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sedangkan rumusan secara materil memuat penyebutan
suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya.?

Dalam perkembangan hukum pidana pembahasan
tentang subjek tindak pidana itu diperluas. Dalam hukum
pidana modern subjek tindak pidana bukan hanya
manusia, akan tetapi juga meliputi badan hukum atau
koorporasi. Subjek tindak pidana dalam pengertian
badan hukum atau koorporasi antara lain terjadi dalam
bidang perpajakan, perekonomian, dan keamanan
negara yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan di luar KUHP.

Perkembangan di dalam perundang-undangan
yang memuat hukum pidana khusus dan baru, ternyata
bagi badan hukum dapat juga dipidana sepanjang
ditetapkan telah melakukan tindak pidana. Dengan kata
lain, dewasa ini hanya undang-undang di luar KUHP
(hukum pidana khusus) yang memuat ketentuan tentang
dapat dipidananya badan hukum.

Perbedaan rumusan tersebut tidak berarti bahwa
dalam perumusan formal tidak ada suatu akibat sebagai
unsur tindak pidana. Dalam tindak pidananya dengan
perumusan forma! selalu ada akibat yang merupakan
afasan diancamkannya hukuman pidana. Akibat ini
adalah selalu sesuatu kerugian pada kepentingan orang
lain atau kepentingan negara.

*Rachmadi Usman, Pembahaman Hukum Lingkungan Nasional. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2003, him. 18.
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BAB I
BADAN HUKUM SEBAGAI SUBJEK HUKUM DAN
DOKTRIN HUKUM PIDANA KORPORASI

A. Badan Hukum Subjek Hukum dan Teori-teori Badan
Hukum.
1. Teori- teori Badan Hukum

Dalam khazanah kepustakaan ilmu hukum,
terdapat beberapa teori yang berlaku berkenaan
dengan badan hukum dengan pelopornya masing-
masing. Teori-teori Badan Hukum tersebut adalah: 1.
Teori Fictie dari Von Savigny; 2. Teori Harta Kekayaan
Bertujuan (Doel vermogents theorie); 3. Teori Organ dari
Otto van Gierke; 4. Teori Propriete Collective; dan 5.
Teori Kenyataan Yuridis (juridishe Realiteitsleere).

Pertama, Teori Fictie dari Von Savigny.
Menurut teori dari Von Savigny badan hukum semata-
mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah
fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi
orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai
subyek hukum vyang dapat melakukan perbuatan
hukum seperti manusia. Teori ini diikuti juga oleh
Houwing.

Kedua, Teori Harta Kekayaan Bertujuan (Doel
vermogents theorie). Menurut teori ini hanya manusia
saja yang dapat menjadi subyek hukum. Namun, kata
teori ini ada kekayaan (vermogen) yang bukan
merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu
terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang
mempunyainya dan yang terikat kepada tujuan tertentu
inilah yang diberi nama badan hukum. Teori ini
diajarkan oleh A. Brinz, dan diikuti oleh Van der Hayden.
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Ketiga, Teori Organ dari Otto van Gierke. Badan
hukum menurut teori ini bukan abstrak (fiksi) dan bukan
kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan
hukum adalah suatu organisme vyang riil, yang
menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum,
yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan
perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus,
anggota-anggotanya) seperti manusia biasa, yang
mempunyai panca indera dan sebagainya. Pengikut
teori organ ini antara lain Mr. L.C. Polano.

Keempat, Teori Propriete Collective. Teori ini
diajarkan oleh Planiol dan Molengraaff. Menurut teori
ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya
adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama.
Kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama
semua anggotanya. Orang-orang yang berhimpun
tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk
suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh
karena itu, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis
saja. Star Busmann dan Kranenburg adalah pengikut-
pengikut ajaran ini.

Kelima, Teori Kenyataan Yuridis (juridishe
Realiteitsleere). Dikatakan bahwa, badan hukum itu
merupakan suatu realiteit, konkret, riil, walaupun tidak
bisa diraba, bukan hayal, tetapi kenyataan yuridis. Teori
yang dikemukakan oleh Majers ini menekankan bahwa
hendaknya dalam mempersamakan badan hukum
dengan manusia terbatas sampai pada bidang hukum
saja.

Meskipun teori-teori tentang badan hukum
tersebut berbeda-beda dalam memahami hakikat
badan hukum, namun teoti-teori itu sependapat bahwa
badan-badan hukum dapat ikut berkecimpung dalam
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pergaulan hukum di masyarakat, meskipun dengan
beberapa pengecualian.

Menurut Molengraff, badan hukum hakikatnya
merupakan hak dan kewajiban anggotanya secra
bersama-sama di dalamnya terdapat harta kekayaan
bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota
tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk
masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang
tidak dapat dibagi itu, tetapi juga pemilik
bersama untuk keseluruhan harta kekayaan, sehingga
masing-masing pribadi anggota adalah pemilik harta
kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum
itu.

Teori organ yang diajarkan Otto van Gierke
memandang badan hukum sebagai suatu yang nyata
(reliteit) bukan fiksi, pandangan ini diikuti oleh L.C.
Polano. Menurut toeri organ badan hukum merupakan
een bestaan, dat hun realiteit dari konstruksi yuridis
seoalah-olah sebagai manusia yang sesungguhnya
dalam lalu lintas hukum yang juga mempunyai
kehendak sendiri yung dibentuk melalui alat-alat
kelengkapannya yaitu pengurus dan anggotanya dan
sebagainya. Putusan yang dibuat oleh pengurus adalah
kemauan badan hukum.Semua pandangan teoritis di
atas berusaha memberi pembenaran ilmiah terhadap
keberadaan badan hukum sebagai subyek hukum yang
sah dalam lalu lintas pergaulan hukum.

Teori propriate collective atau gezamenlijke
vermogens theorie pada umunya relevan diberlakukan
bagi korporasi atau badan hukum yang mempunyai
anggota. Tetapi untuk yayasan teori ini kurang cocok
digunakan. Bagi yayasan lebih tepat digunakan teori
kekayaan bertujuan atau doel vermogens theorie, karena
yayasan (stiftung, stichting, wakaf) tidak memiliki
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anggota. Teori fiksi dan teori organ yang nampaknya
kebalikan dari teori kekayaan bertujuan, sebenarnya
dapat dilihat sebagai dua sisi mata uang yang sama.

Maksudnya bahwa badan hukum  dapat
diakui sebagai subyek hukum sebagai rechtspersoon
atau menselijk persoon yang merupakan lawan kata dan
sekaligus pasangan bagi konsep orang sebagai subyek
hukum atau natuurlijke persoon. Badan hukum tidak
mempunyai kehendak sendiri. Badan hukum hanya
dapat melakukan perbuatan melalui perantaraan orang
atau orang-orang yang duduk sebagai pengurus. Orang
atau orang-orang yang menjadi pengurus tersebut
bekerja tidak untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan
atas nama badan hukum tersebut. Pengurus salah satu
unsur badan hukum dari 4 unsur badan hukum: i. harta
kekayaan terpisah; ii. Tujuan yang ideal; iii. Kepentingan;
iv. organisasi pengurus, adalah organisasi yang
mengelola badan hukum.

Dalam kegiatannya badan hukum tunduk atau
terikat pada hukum internal anggran dasar (AD) dan
hukum negara. Kedua hukum yang mengikat tersebut
menghendaki keteraturan organisasi kepengurusan
setiap badan hukum. Hukum negara memungkinkan
suatu badan hukum dapat melakukan aktivitas hukum
dengan subyek hukum lainnya, sedangkan AD
mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab
unsur pengurus. AD merupakan hukum tertinggi atau
konstitusi dalam badan hukum. AD kemudian
dijabarkan dalam anggaran rumah tangga (ART). Dalam
organisasi yang baik juga disediakan kode etik (code of
etics) bagi pengurus dan anggota. AD, ART dan kode
etik penting bagi organisasi untuk menghadapi
berbagai persoalan internal agar persoalan semacam itu
tidak menjadi biang pendeknya usia organisasi.
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Dalam sistem hukum Indonesia suatu badan
hukum  selain  memenuhi empat unsur seperti
disebutkan di atas juga perlu didaftarkan sebagi badan
hukum. Sebelum didaftarkan sebagi badan hukum,
organisasi itu secara formal belum dapat diakui sah
sebagai badan hukum. Perbuatan-perbuatan hukum
yang dilakukan oleh pengurus suatu badan hukum yang
belum didaftarkan dianggap sebagai perbuatan pribadi
pengurus. Oleh karena itu timbul persoalan, apakah
pendaftaran sebagai badan hukum juga dapat disebut
sebagai unsur kelima dari badan hukum? Sesuai
tuntutan perkembangan moderen, pendaftaran badan
hukum sekurang-kurangnya dapat dilihat sebagai
sayarat formil, sedang empat syarat terdahulu disebut
syarat materil. Meskipun pendaftaran badan hukum
sebagai syarat formil, dalam praktek acapkali sahnya
suatu badan hukum berkaitan dengan tanggung jawab
hukum pengurus. Dalam hal perbuatan-perbuatan
perdata tanggung jawab pengurus badan hukum yang
sah sebatas tanggung jawab pengurus yang menjadi
tanggung jawabnya menurut AD/ART. Sebaliknya jika
badan hukumnya belum sah, maka tanggung jawabnya
bersifat pribadi dari orang-orang yang duduk sebagai
pengurus.

Selanjutnya Badan Hukum dipandang sebagai
metamorfosa menjadi korporasi. Menurut Widyo
Pramono, korporasi merupakan istilah yang biasa
digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi
untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain,
khususnya bidang hukum perdata sebagai badan
hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut
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rechtpersoon atau dalam bahasa Inggris dengan istilah
legal person atau legal body.”’

Secara etimologi, korporasi berasal dari kata
corporation (bahasa Latin), merupakan kata benda
(substantium) yang ditandai dengan akhiran "tio".
Corporation sebagai kata benda berasal dari kata kerja
"corporare”, yang berasal dari kata dasar "corpus” yang
berarti memberi badan atau membadankan atau
dengan kata lain badan yang dijadikan orang sebagai
hasil ciptaan hukum sebagai lawan terhadap badan
manusia yang terjadi menurut alam. Istilah corporation
dipergunakan dalam berbagai bahasa antara lain
corporate (Belanda), corporation (Inggris), korporation
(Jerman) dan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan
kata korporasi.”?

Korporasi sering pula disebut sebagai legal entities
atau rechtsperson dengan maksud untuk menjelaskan
bahwa badan tersebut memiliki identitas hukum yang
memiliki kekayaan serta hak dan kewajiban yang
terpisah dari anggota-anggotanya. Secara umum
terminologi korporasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan
hukum khusus; memiliki jangka waktu hidup yang tidak
terbatas; memperoleh kekuasan dan negara untuk
melalukan kegiatan bisnis tertentu; dimiliki oleh
pemegang saham; dan tanggung jawab pemegang
saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas
saham yang dimilikinya®.

*'Widyo Pramono, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta, Alumni,

Bandung, 2012, him. 53.

%Soetan K. Malikoel Adil, Pembaharuan Hukum Perdata Kita, PT.

Pembangunan,

Jakarta, 1995, him. 83 dalam Muladi dan Dwidja Priyanto, Op.cit., him. 12.
®Susanto, IS, Tinjauan Krimonologis Terhadap Kejahatan Ekonomi. Makalah
(H
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Black Law Dictionary menjelaskan  pengertian
hukum dari korporasi (legal definition) adalah sebagai
berikut®:

An entity (usually a business) havings authority

under law to act as a single person distinct from

the shareholders who own it, having rights to issue
stock and exist indefinitely, a group of persons,

established in accordance with legal rules into a

legal or juristic person that has a legal personality

distinct from the natural persons who make it up,
exist indefinitely apart from them, and has the
legal powers that its constitution gives it.

(Suatu organisasi (pada umumnya dalam suatu

bisnis) yang mem-punyai kewenangan

berdasarkan hukum untuk bertindak sebagai
suatu pribadi tunggal yang dibedakan dengan
para pemegang saham sebagai pemilik,
mempunyai hak untuk mengeluarkan saham yang
keberadaannya adalah terpisah; Suatu kelompok
orang, yang didirikan menurut undang-undang
kedalam suatu manusia ciptaan hukum atau
badan hukum yang memiliki sebuah kepribadian
hukum yang berbeda dengan pribadi kodrati

(manusia alamiah) yang membuatnya ada dan

keberadaannya terlepas dari mereka, dan memiliki

kewenangan hukum berdasarkan anggaran dasar
yang dibuatnya).

UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 7. Lihat Henni Muchtar dan Ismansyah,
"Memahami Arutomi

Kejahatan Korporasi Melalui Perspektlf Imu Hukum Pidana, “Jurnal Hukum
Pidana dan Krimonologi, Delicti, Kapita Selekta Hukum Pidana", Diterbitkan
oleh Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume Il
No. 4 April s.d. Agustus 2006, him. 19.

* Black's law Dictionary, Op.cit., hlm 341.
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Butterworth Concise Australian Legal Dictionary,
Corporation didefinisikan sebagai berikut®:

A legal entity by charter, prescription, or legislation. The
fundamental different between a corporation an other
business entities is that the law treats a corporation as a
separate legal person: Corporation Laws. 161.

(Suatu badan hukum yang diciptakan oleh piagam,
peraturan atau perundang-undangan. Perbedaan pokok
antara suatu korporasi dan kesatuan usaha lain bahwa
hukum memperlakukan sebuah korporasi sebagai
badan hukum yang terpisah: Corporation Laws. 161).
Brown juga menjelaskan bahwa®®:
A corporation is
(i) alegal person with a legal existence separate from
the people who organize and run it, and
(i) it has perpectual succession, regardless of changes
of people who own or hold the title of the
corporation.
(Sebuah korporasi adalah
(i) sebuah pribadi hukum dengan sebuah
keberadaan hukum yang terpisah dari orang-
orang yang mengorganisasikan serta
menjalankannya, dan
(i) yang mempunyai rangkaian kelanjutan yang
terus menerus, tanpa memandang terjadinya
perubahan-perubahan dari orang-orang yang
memiliki atau menguasai korporasi itu.

®Butterworth, Concise Australian Legal Dictionary, Second Edition,
Butterworths,
AUSTRALIA W.J. Brown, Practical Company Low, First Published, Pan Books Ltd.,

Place London SW 19 9PG 1984, him. 12.
%\W.J Brown, Op.cit, him 12.
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Satjipto Rahardjo®” menyatakan bahwa Korporasi
adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang
diciptakannya itu terdiri dari “corpus" vyaitu struktur
fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukan "animus"
yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh
karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum
maka kecuali penciptaannya, kemajuan pun juga
ditentukan oleh hukum.

Korporasi adalah sebuah pribadi buatan dengan
sebuah kepribadian hukum yang penuh berbeda dan
terpisah dari manusia-manusia sebagai anggota yang
melakukan pengendalian dan menjalankan korporasi
melalui basis hukum perusahaan®®. Pada awalnya
hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia belum
mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum
pidana, karena di dalam KUHP hanya menentukan
bahwa bahwa subjek hukum pidana hanya orang
pribadi (alami).

Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan
KUHP yang pada saat itu banyak dipengaruhi doktrin
atau pandangan yang berpegang teguh pada adagium
bahwa badan hukum tidak dapat pidana (Universitas
Delinguere Nonprotest) yang beranggapan bahwa:
korporasi tidak mempunyai mensrea (keinginan untuk
berbuat jahat); korporasi bukan seorang pribadi
meskipun  korporasi dapat melakukan sebagai
perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang
pribadi; korporasi tidak memiliki kesadaran dan tidak
punya badan aktual (no soul to be dammed and no
body to be kicked); dan korporasi tidak dapat dimintai
pertanggungjawaban karena jika ada kejahatan yang
dilakukan oleh direksi suatu korporasi, hal tersebut

*’Satjipto Rahardjo, Loc.it, him. 11.
*W.J Brown, Op.cit, him. 14.
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sudah pasti merupakan perbuatan diluar anggaran
dasar dari korporasi yang bersangkutan, sehingga
dalam hal seperti itu, maka yang bertanggungjawab
adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama-
sama dengan direksi, tetapi bukan korporasi yang harus
bertanggungjawab (doktrin Ultra Vires).

Peran korporasi yang semakin meningkat dalam
lalu lintas transaksi keuangan dan perdagangan di
Indonesia dan diterimanya doktrin yang mengatakan
korporasi dapat dimasukan dalam functioneel
daderschap®, membuat korporasi dapat menjadi
subjek hukum pidana’®.

SR, Sianturi’" mengatakan bahwa dalam
perkembangan hukum pidana selanjutnya, bukan hanya
manusia yang dianggap sebagai subjek. Badan hukum
dapat menjadi subjek hukum dalam hal-hal yang
menyangkut : sumber keuangan negara (perpajakan,
bea impor, dan ekspor barang dan lain sebagainya;
pengaturan  perekonomian  (pengendalian  harga,
penggunaan pengaturan perusahaan, dan sebagainya);
dan pengaturan keamanan (subversi, keadaan bahaya,
dan lain  sebagainya).  Sianturi lebih  lanjut
mengemukakan bahwa Singkatnya penentuan atau
perluasan badan hukum sebagai subjek untuk pidana
adalah karena suatu kebutuhan, terutama dalam soal
perpajakan, perekonomian dan keamanan negara, yang
disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan ilmu
pengetahuan manusia. Namun pada hakikatnya

*®Menurut Teori functioneel doderschap. Korporasi memiliki fungsi-fungsi

seperti fungsi seperti fungsi pemberi kerja, produsen, penentu harga,

pemakai devisa dalam mengembangkan perekonomian suatu negara.

1%Abidin, Z., Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983,
him. 71.

Sianturi, S.R. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya,

Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1986, him. 218-219.
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manusia yang merasakan/menderitakan pemidanaan
itu.

Proses diterimanya korporasi sebagai subjek
hukum pidana di beberapa negara, ditempuh melalui
suatu proses yang sangat panjang. Amerika Serikat
sebagai contoh, korporasi sebagai subjek hukum pidana
mulai diterima sejak tahun 1909 yaitu terkait dengan
kasus New York Central and Hudson River R.R. vs United
States'®.

Sistem hukum Belanda menerima korporasi
sebagai subjek hukum yaitu sejak dimasukannya tindak
pidana korporasi sebagai delik ekonomi sebagaimana
tercantum dalam Pasal 15 Wet op de Economische
Delicten pada 22 Juni 1950'%. Pengaturan korporasi
sebagai subjek tindak pidana dalam UU Tindak Pidana
Ekonomi tersebut merupakan pengaturan yang bersifat
khusus, karena Pasal 51 WVS lama (Pasal 59 KUHP)
masih menolak pertanggungjawaban pidana korporasi.
Remmelink dalam hal itu menyatakan bahwa
bagaimanapun juga harus diakui, hanya manusia yang
memungkinkan terjadinya suatu delik dan hanya
manusia pula yang dapat dipidana: tuntutan
pertanggung jawaban yang memunculkan rasa bersalah
hanya mungkin dilakukan manusia'®

102George, E. Dix, Gilbert Law Summeries Criminal Low. Eleventh Edition, New

York: Harcourt Brace Jovanovich Legal Professional Publication, INC, 1979,
him. 43 dalam muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi
dalam Hukum Pitianc, Cetakan Pertama, Sekolah Tinggi Hukum Bandung,
Jakarta: 1991, him. 7.

'“Mardjono Reksodiputro, Op.cit, him. 49 dalam: Muladi dan Dwidja
Priyatno, Idem, him 7.

1%Remmelink, Jan., Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting
dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam
Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2003, him. 99.
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Perkembangan selanjutnya secara berangsur
korporasi dapat diterima sebagai subjek tindak pidana,
dengan beberapa alasan yaitu'® :

(@) Sistem pemidanaan dipandang sebagai sistem

pengaturan masyarakat.

Pandangan tersebut menurut Remmelink akan
merubah pandangan hanya manusia yang
memungkin terjadinya tindak pidana, karena
itu di samping manusia korporasi juga
selayaknya dapat dimintai tanggung jawab
atas  tindakan-tindakannya di dalam
masyarakat dan perlu ada perangkat sanksi
khusus bagi korporasi.

(b) Alasan Kepentingan Praktis

Perkembangan dalam hukum pidana fiskal
seringkali kerugian yang diderita oleh negara
akibat penyelundupan dan penggelapan pajak
banyak  menggunakan  fiksi (hukum).
Kenyataannya hukum pidana fiskal
berdasarkan  alasan  praktis  menerima
kemungkinan pertanggung jawaban korporasi.
Sudut pandang ini membuat hukum pidana
dapat dengan mudah merujuk pada kewajiban
yang dibebankan oleh hukum fiskal pada
pemilik, penyewa atau yang menyewakan,
yang seringkali berbentuk korporasi.

(c) Pengaturan dalam Undang-undang

Administrasi.

Dalam perkembangannya di Negeri Belanda
banyak bermunculan peraturan perundang-
undangan administrasi yang dalam aturan-
aturannya pembuat undang-undang merujuk
pada "pengemban" hak warga yang banyak

105Remmelink, Jan,, Idem., him. 99-102.
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berbentuk korporasi. Sejumlah kecil undang-
undang administrasi negara menetapkan
bahwa selain pengurus dan  seterusnya,
bahkan juga korporasi, dapat diperlakukan
sebagai pelaku yang dapat dimintai
pertanggung jawaban hukum.

Penerimaan secara normatif melalui undang-
undang tanggal 23 Juni 1976 (Stb. 377, mulai berlaku
tanggal 1 September 1976), sifat dapat dipidananya
korporasi diperbaharui dan dimasukan dalam hukum
pidana umum (commune strafrecht)’®, sebagaimana
yang tercantum dalam Pasal 51 W.v.Sr Ned (KUHP
Belanda) yang berbunyi'®’:

1) Tindak pidana dapat dilakukan oleh
manusia alamiah maupun oleh korporasi;
2) Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh
korporasi, penuntutan pidana dapat
dijalankan dan sanksi pidana maupun
tindakan yang disediakan dalam
perundang-undangan (sepanjang
berkenaan dengan korporasi) dapat
dijatuhkan. Dalam hal ini, pengenaan
sanksi dapat dilakukan terhadap:
- Korporasi sendiri, atau
- Mereka yang secara faktual
memberikan perintah untuk melakukan
tindak pidana yang dimaksud, termasuk
mereka yang secara faktual memimpin

'%Remmelink, Jan., Idem. hlm. 102.- Lihat juga Schaffmeister, D, Het
Doderschap van de Rechtpersoon, Semarang: Bahan Penataran Nasional

Pidana Angkatan l, FH

UNDIP, him. 3, dalam: Muladi dan Dwidja Priyatno, /dem.
Muladi dan Dwidja Priyatno, Op.cit., him. 20
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pelaksanaan tindak pidana dimaksud,
atau
3) Korporasi atau mereka yang disebut dalam
butir 2.2 bersama-sama secara tanggun
renteng;
Berkenaan dengan penetapan butir-butir
sebelumnya, yang disamakan dengan
korporasi:  persekutuan bukan badan
hukum, maatschap (persekutuan perdata),
rederij  (perusahaan perkapalan) dan
dolevermogen (harta kekayaan yang
dipisahkan  demi  pencapaian  tujuan
tertentu; social fund atau yayasan)
Korporasi sebagai subjek hukum pidana
mulai dikenal di Indonesia'®, sejak tahun
1951, vyaitu sejak berlakunya undang-
undang Penimbunan Barang-barang yang
kemudian dikenal lebih luas dalam Undang
Undang (Drt) Nomor 7 Tahun 1955 tentang
Tindak Pidana Ekonomi. Sistem hukum
pidana di Indonesia dalam perkem-
bangannya memperluas perumusan
korporasi sebagai subjek hukum pidana.
Hukum positif di Indonesia telah menerima
badan hukum (korporasi) sebagai subjek
hukum pidana, sepanjang badan hukum
tersebut  memiliki  struktur organisasi,
memiliki harta kekayaan baik yang terpisah
maupun tidak terpisah.
Barda Nawawi Arief'”, setelah melakukan
penelitian peraturan perundang-undangan Indonesia

1% Andi Hamzah, Hukum Pidana Ekonomi, Erlangga, Jakarta, 1977 him.48.

Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2003, him. 223.
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yang mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana
menyimpulkan bahwa:

(a) Penentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana
hanya untuk tindak pidana tertentu, diatur dalam
undang-undang khusus;

(b) Pada awalnya tidak digunakan istilah "korporasi”,
tetapi digunakan istilah yang bermacam-macam
(tidak seragam) dan tidak konsisten;

(c) Istilah "korporasi® mulai terlihat pada tahun 1997
dalam UU Psikotropika yang dipengaruhi oleh
istilah dalam Konsep KUHP 1993.

Secara teoretis, menempatkan korporasi sebagai
subjek hukum dalam penegakan hukum pidana, pada
dasarnya berkaitan dengan permasalahan mendasar
dalam bahasan pertanggungjawaban pidana korporasi.
Hal ini menyangkut adanya pergeseran dari
ranah/aspek hukum perdata ke ranah hukum pidana
yang tergambar dalam konstruksi yuridis perbuatan
pengurus korporasi yang dapat dinyatakan sebagai
perbuatan korporasi yang dapat dinyatakan mempunyai
kesalahan'"®. Konstruksi yuridis tersebut menyangkut
beberapa aspek, antara lain masalah legalitas korporasi,
kelanggengan korporasi, dan perilaku fungsional
korporasi.

Dilihat dari sudut pandang masalah legalitas
korporasi, hukum perdata memandang bahwa
keberadaan badan hukum atau korporasi ditentukan
berdasarkan persyaratan formil dalam pendirian sebuah
badan hukum atau korporasi. Hal itu berkaitan dengan
konsep kebatalan yang menyatakan ketika suatu badan

"% Mardjono Reksodiputro, Kemojuan Pembangunon Ekonomi dan

Kejahatan, Kumpulan Karangan Buku |, Pusat Pelayanan Keadilan dan
Pengabdian Hukum Ul, Jakarta, 1994, him. 102.
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hukum  didirikan  secara illegal maka seluruh
tindakannya adalah illegal pula.

Konsep dalam hukum keperdataan tersebut
tidaklah mengikat, terutama mengingat kekhasan
hukum pidana. Oleh karena itu, jika dalam hukum
pidana berhadapan korporasi yang secara nyata
melakukan tindak pidana korupsi atau
menyelenggarakan praktik-praktik illegal lainnya tidak
perlu terikat dengan konsep hukum keperdataan
tersebut.'"’

Masalah  kelanggengan  korporasi  menurut
Cleveringa menyatakan korporasi tidak akan mengalami
kematian jika mereka dibubarkan, eksistensi korporasi
tidak serta merta hilang, yakni sepanjang menyangkut
hak dan kewajiban yang masih dibereskan,
sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (4) Buku 2 BW
Belanda''?.

Ketentuan tersebut dapat digunakan sebagai
dasar pelaksanaan penuntutan terhadap korporasi yang
dibubarkan atau berubah bentuknya sementara
prosedur pidana terhadapnya sedang dijalankan.
Dengan demikian tidaklah dapat dianalogikan dengan
ketentuan hapusnya kewenanganan penuntutan karena
terdakwanya meninggal dunia (Pasal 69 WVS/Pasal 77
KUHP), karena matinya orang adalah berbeda dengan
bubarnya sebuah badan hukum atau korporasi''?.

Adapun perilaku fungsional, korporasi dalam
melakukan atau tidak melakukan perbuatan adalah
selalu diwakili atau melalui perbuatan perorangan.
Lompatan pemikiran harus dilakukan Hakim dalam
mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan

111
112
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Remmelink, Jan., Idem., him. 104.
Idem.
Idem.
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oleh perorangan dapat dipertanggung-jawabkan pada
korporasi.

Patut diperhatikan terkait delik-delik fungsional,
satu bentuk wusaha kriminal yang cocok untuk
diterapkan pada korporasi. Perilaku korporasi akan
selalu merupakan tindakan fungsional. Para pelaku
(Pengurus  korporasi) bertindak dalam  konteks
rangkaian kerja sama antar manusia, in casu melalui
suatu organisasi tertentu.

Putusan ljzerdraad HR 23 Februari 1954, NJ 1954,
378 tentang tindak pidana aturan ekspor-impor kawat
berduri Kasus ini menerangkan bahwa manajer bagian
ekspor melakukan kesalahan, dan pertanyaannya adalah
apakah delik ekonomi mi dapat dibebankan kepada
pemilik perusahaan atau tidak'™.

Hoge Raad dalam kasus tersebut memberikan
kriteria terkait pertanggungjawaban bagi pemilik
perusahaan, yaitu:

1) Apakah kesalahan mengisi formulir termasuk
atau tidak termasuk pilihan tindakan yang ada
pada terdakwa; dan

2) Apakah terdakwa menerima tindakan seperti itu
atau ia biasa menerimanya?'"

Berdasarkan kriteria itu dapat dikatakan bahwa
tindakan yang salah itu harus masuk dalam rentang
kekuasaan atau lingkungan kekuasaan pengusaha dan
pada umumnya ia harus mengetahui atau menyetujui
tindakan yang salah tersebut. Dalam hal korporasi, yang
dimaksud adalah terutama lingkup kewenangan dan
penerimaan tindakan tersebut oleh pengurus atau
organ korporasi.

114
115

Idem, him. 107.
Idem.
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Teori identifikasi pada dasarnya mengidentikan
tindakan dan sikap batin individu yang berhubungan
erat dengan korporasi dianggap sebagai tindakan dan
sikap batin korporasi itu sendiri. Individu yang
melakukan suatu kesalahan dalam lingkup korporasi
dengan sendirinya kesalahan itu pada dasarnya adalah
kesalahan  korporasi.  Individu identik  dengan
korporasi''®. Teori identifikasi ini merupakan salah satu
teori  yang digunakan  dalam pembebanan
pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang
melakukan kejahatan. Teori ini secara garis besar,
mengemukakan agar suatu korporasi dapat dibebani
pertanggungjawaban pidana, orang yang melakukan
tindak pidana harus dapat di identifikasi terlebih dahulu.

Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-
benar dibebankan kepada korporasi apabila perbuatan
pidana tersebut dilakukan oleh orang yang merupakan
directing mind dari korporasi tersebut. Doktrin atau
Teori Identifikasi pada prinsipnya menyatakan'"’: Those
who control the corporation are treated, for the purpose
of criminal liability, as embodying the corporation: the
act and states of mind of those who control a company
are in law those of the company itself. (Mereka yang
mengendalikan korporasi, untuk  kepentingan
pertanggungjawaban pidana diperlakukan sebagai
perwu-judan korporasi: perbuatan-perbuatan dan sikap
batin (state of mind) dari mereka yang mengendalikan
sebuah per-usahaan menurut hukum adalah perbuatan-
perbuatan dan sikap batin dari perusahaan itu sendiri).

116

17

Mahrus Ali, Kejahatan Korporasi: Kajian Relevansi Sanksi Tindakan

Penanggulangan Kejakhatan Korporasi, Arti Bumi Intaran,

Yogyakarta, 2008, him. 52.
Law Com No. 237, 4 March 1996, Stationery, London, him. 67.
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Teori identifikasi memberikan penjelasan bahwa
apabila seseorang diberi wewenang untuk bertindak
atas nama dan selama menjalankan usaha korporasi
tersebut, maka unsur "men reo'yang ada dalam
seseorang tersebut dianggap sebagai unsur 'men rea"
bagi korporasi, sehingga korporasi harus bertanggung
jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang
(pejabat) di  dalam  korporasi  sepanjang ia
melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau
dalam urusan transaksi korporasi''®.

Peter Gilies sebagaimana dikutip Dwidja Priyanto
mengatakan bahwa'":

More specifically, the criminal act and state of mind
of the senior officer may be treated as being the
company's own act or state of mind, so as to create
criminal liability in the company. The elements of an
offence may be collected from the conduct and mental
states of several of its senior officers, in appropriate
circumstances." (Secara lebih khusus, tindak pidana dan
sikap batin dari pejabat senior dapat dianggap menjadi
sikap batin atau tindakan perusahaan sendiri,
(sedemikian rupa) untuk membentuk
pertanggungjawaban pidana perusahaan. Unsur-unsur
dari sebuah tindak pidana dapat dikumpulkan dari
perbuatan dan sikap batin dari beberapa pejabat
seniornya, dalam lingkup keadaan yang layak).

Djoko  Sarwoko, terkait teori identifikasi
mengemukakan jikalau aktivitas korporasi di bidang

118
119

Idem.

Peter Gilies, Criminal Law, Sidney, The Law Book Company Limited, 1990,
Second Edition him. 133 dalam: Dwija Priyantno, Kebijakan Legislasi
Tentang Sistem Pertanggung-jawaban Pidana Korporasi Di Indonesia, CV
Utomo, Bandung, 2004, him. 90.

73



hukum perdata terdapat kemungkinan adanya
penyimpangan yang dikenal dengan Ultra Vires, yang
dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata,
demikian pula jika terjadi penyimpangan yang telah
melanggar ketentuan-ketentuan di dalam hukum
pidana'®°.

Roeslan Saleh, dalam hubungannya dengan teori
identifikasi berpandangan bahwa'?': membedakan
dapat dipidana dengan dapat dipidananya orang yang
melakukan perbuatan, atau membedakan tindak pidana
dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan
dalam arti yang seluas-luasnya. Atas geen straf zonder
schuld  tidak  mutlak  berlaku.  Artinya, untuk
mempertanggungjawabkan korporasi tidak selalu harus
memperhatikan kesalahan pembuat, tetapi cukup
mendasarkan adagium 'Res ipsa loquitur (Fakta sudah
bicara sendiri)’. Karena realitas dalam masyarakat
menunjukan bahwa kerugian dan bahaya yang
disebabkan oleh perbuatan-perbuatan korporasi sangat
besar, baik kerugian yang bersifat fisik. ekonomi
maupun biaya sosial (social cost). Disamping itu, yang
menjadi korban bukan hanya orang perorangan
melamkan juga masyarakat dan Negara.

Michael J. Allen'® yang juga dikutip oleh Dwidja
Priyatno, dalam hal penerapan teori identifikasi
menyatakan bahwa: 'The corporation will only be liable
where the person identified with it was acting within the
scope pf his office: it will not be liable for acts which he
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did in his personal capacity". (Korporasi hanya akan
bertanggungjawab jika orang diidentifikasi dengan
korporasi, bertindak dalam ruang lingkup jabatannya:
Korporasi tidak akan bertanggungjawab atas tindakan-
tindakan  yang dilakukannya dalam  kapasitas
pribadinya).

Pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan
bahwa penerapan teori identifikasi setidaknya harus
dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu adanya orang yang
diidentifikasi dengan korporasi dan perbuatan orang
tersebut dilakukan dalam lingkup jabatannya.

Teori identifikasi, mengidentifikasikan perbuatan
pidana pejabat senior sebagai perbuatan pidana yang
dilakukan oleh korporasi. Teori ini juga dikenal dengan
teori alter ego (alter ego theory) atau teori organ yang
dapat diartikan secara sempit maupun secara luas,
sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief,
yaitu'?: (a) arti sempit (Inggris): hanya perbuatan
pejabat senior (otak korporasi) yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada korporasi, karena
pejabat seniorlah yang merupakan otak atau pengambil
keputusan atau kebijakan dalam korporasi, sehingga
yang menentukan arah kegiatan korporasi adalah
pejabat senior; dan (b) arti luas (Amerika Serikat): tidak
hanya pejabat senior/direktur saja, tetapi juga agen
dibawahnya.

Korporasi merupakan entitas yang dibuat dengan
tujuan untuk mencari keuntungan. Korporasi dalam
rangka mencapai tujuannya, dijalankan atau bertindak
melalui pejabat senior atau agennya. Pejabat senior
atau agen adalah individu yang menjadi directing mind
atau otak dibalik kebijakan-kebijakan korporasi dalam
menjalankan kegiatannya. Perbuatan dan sikap batin
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individu tersebut kemudian dihubungkan dengan
korporasi. Selama individu tersebut diberi wewenang
untuk bertindak atas nama korporasi, maka perbuatan
dan sikap batin individu tersebut merupakan perbuatan
dan sikap  batin  dari  korporasi,  sehingga
pertangungjawaban pidana dapat dibebankan kepada
korporasi.

. Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum

Dalam ilmu hukum, subyek hukum (legal subject)
adalah setiap pembawa atau penyandang hak dan
kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum. Subyek
hukum dapat merupakan orang atau natuurlijkpersoon
(menselijkpersoon) dan bukan orang (rechtspersoon).
Rechtspersoon biasa disebut badan hukum yang
merupakan persona ficta atau orang yang diciptakan
oleh hukum sebagai persona.

Badan Hukum Sebagai Subyek Hukum dalam
pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat,
ternyata manusia bukan satu-satunya subyek hukum
(pendukung hak dan kewajiban), tetapi masih ada
subyek hukum lain yang sering disebut "badan hukum"
(rechtspersoon). Sebagaimana halnya subyek hukum
manusia, badan hukum ini pun dapat mempunyai hak-
hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula
mengadakan hubungan-hubungan hukum (rechts-
betrekking/rechtsverhouding) baik antara badan hukum
yang satu dengan badan hukum yang lain maupun
antara badan hukum dengan orang manusia
(natuurlijkpersoon). Karena itu, badan hukum dapat
mengadakan perjanjian-perjanjian jual-beli, tukar-
menukar, sewa-menyewa dan segala macam perbuatan
di lapangan harta kekayaan.
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Dengan demikian, badan hukum ini adalah
pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa
sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang
berjiwa yakni manusia. Dan sebagai subyek hukum yang
tidak berjiwa, maka badan hukum tidak dapat dan tidak
mungkin berkecimpung di lapangan keluarga seperti
mengadakan perkawinan, melahirkan anak dan lain
sebagainya.

Adanya badan hukum (rechtspersoon) di samping
manusia tunggal (natuurlijkpersoon) adalah suatu realita
yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dalam
pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Sebab,
manusia selain mempunyai kepentingan perseorangan
(individuil), juga mempunyai kepentingan bersama dan
tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama
pula. Karena itu, mereka berkumpul mempersatukan diri
dengan membentuk suatu organisasi dan memilih
pengurusnya untuk mewakili mereka. Mereka juga
memasukkan harta kekayaan masing-masing menjadi
milik bersama, dan menetapkan peraturan-peraturan
intern yang hanya berlaku di kalangan mereka anggota
organisasi itu. Dalam pergaulan hukum, semua orang-
orang yang mempunyai kepentingan bersama yang
tergabung dalam  kesatuan kerjasama tersebut
dianggap perlu sebagai kesatuan yang baru, yang
mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota-
anggotanya serta dapat bertindak hukum sendiri.

Pembagian Badan-badan Hukum menurut Pasal
1653 BW dapat dibagi atas 3 (tiga) macam yaitu: 1).
Badan hukum yang diadakan oleh
Pemerintah/kekuasaan ~ umum, misalnya  Daerah
Propinsi, Kabupaten/Kota, Bank-bank yang didirikan
oleh Negara dan sebagainya; 2). Badan hukum yang
diakui oleh Pemerintah atau kekuasaan umum, misalnya
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perkumpulan-perkumpulan, gereja dan organisasi-
organisasi agama dan sebagainya; dan 3). Badan hukum
yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak
bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan,
seperti Perseroan Terbatas, koperasi, dan lain
sebagainya.

Badan Hukum itu dilihat dari segi wujudnya, maka
dapat dibedakan 2 (dua) macam, vyaitu pertama,
korporasi (corporatie) adalah gabungan (kumpulan)
orang-orang yang dalam pergaulan hukum bertindak
bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri.
Karena itu, korporasi ini merupakan badan hukum yang
beranggota, tetapi mempunyai hak-hak dan kewajiban-
kewajiban sendiri yang terpisah dengan hak-hak dan
kewajiban-kewajiban para anggotanya. Misalnya: PT,
koperasi dan sebagainya. Kedua, Yayasan (stichting)
adalah harta kekayaan yang ditersendirikan untuk
tujuan tertentu yaitu untuk kepentingan sosial,
keagamaan dan kemanusiaan. Jadi, pada yayasan tidak
ada anggota, yang ada hanyalah pengurusnya.

Ada perbedaan antara korporasi dengan Yayasan,
yaitu: (a). Pada korporasi para anggotanya bersama-
sama mempunyai kekayaan dan bermacam-macam
kepentingan yang berwujud dalam badan hukum itu,
sedangkan pada yayanan kepentingan yayasan tidak
terletak pada anggotanya, karena yayasan tidak
mempunyai anggota; (b). Dalam korporasi para anggota
bersama-sama merupakan organ yang memegang
kekuasaan yang tertinggi, sedangkan dalam yayasan
yang memegang kekuasaan tertinggi adalah
pengurusnya; (c). Dalam korporasi yang menentukan
maksud dan tujuannya adalah para anggotanya,
sedangkan dalam yayasan yang menentukan maksud
dan tujuannya adalah orang-orang yang mendirikan
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yang selanjutnya berdiri di luar badan tersebut; (d).
Pada korporasi titik berat pada kekuasaannya dan
kerjanya, sedangkan pada yayasan titik berat pada
suatu kekayaan yang ditujukan untuk mencapai sesuatu
maksud tertentu.

Badan hukum dapat pula dibedakan atas 2 (dua)
jenis. Di Indonesia kriterium yang dipakai untuk
menentukan sesuatu badan hukum termasuk badan
hukum publik atau termasuk badan hukum privat ada 2
(dua) macam, yaitu : (a). Berdasarkan terjadinya, yakni
"badan hukum privat" didirikan oleh perseorangan,
sedangkan "badan hukum publik" didirikan oleh
Pemerintah/Negara, dan (b). Berdasarkan lapangan
kerjanya, yakni apakah lapangan pekerjaan itu untuk
kepentingan umum atau tidak. Kalau lapangan
pekerjaannya untuk kepentingan umum, maka badan
hukum tersebut merupakan badan hukum publik, kalau
lapangan pekerjaannya untuk